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ABSTRAK  
 
NAMA   : Nurhidayah 
NIM    : 30 600 113 114 
JUDUL    :POLITIK PANGAN DI KELURAHAN TONRORITA      
KECAMATAN BIRINGBULU KBUPATEN GOWA (Studi   
Analisis Relasi Kuasa dalam Proses Produktivitas Tanaman 
Jagung) 
 
Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana Relasi Kuasa dalam Proses 
Produktivitas Tanaman Jagung, karena adanya masalah dalam hal bantuan 
pemerintah. Olehnya itu, mengangkat judul Politik Pangan Di Kelurahan 
Tonrorita Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa (Analisis Relasi Kuasa Dalam 
Proses Produktivitas Tanaman Jagung) 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis secara 
argumentasi berdasarkan data- data yang bersifat karakteristik . Dalam penelitian 
ini, digunakan data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang 
digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan penelusuran referensi. 
Lalu teknik analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan yaitu reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teori yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah relasi kuasa dan ekonomi kerakyatan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Relasi kuasa antara negara, 
pemilik modal dan petani dalam proses produktivitas tanaman jagung dapat dilihat 
dalam ketersediaan lahan, bibit, pupuk, dan pemasaran. 1.) Ketersediaan lahan : 
Tidak ditemukan relasi antara negara dengan pemilik modal, hanya ada relasi 
antara petani pemilik lahan dengan petani penyewa lahan. 2.) Bibit : Relasi antara 
negara dengan pemilik modal, dimana pemerintah dikuasai oleh pemilik modal 
dengan cara bantuan yang seharusnya diberikan kepada petani, diberikan kepada 
ketua Gabungan kelompok tani tanpa menelusuri apakah bantuan tersebut sampai 
atau tidak. 3.) Pupuk :  Pemilik modal menampung pupuk dengan cara membeli 
sebanyak-banyaknya pupuk 1 tahun sebelum masa tanam itu tiba, dan pada saat 
masa tanam pupuk itu dijual dengan harga yang mahal 4.) Pemasaran :  
Pemasaran jagung di Kelurahan Tonrorita di lakukan setiap enam bulan sekali. 
Orang yang membeli semua jagung yang ada di Kelurahan Tonrorita adalah Ketua 
Gabungan kelompok tani yang sekaligus pemilik modal. Pemilik modal membeli 
semua jagung karena sebelumnya petani meminjam pupuk dan bibit pada pemilik 
modal tersebut,. Harga setiap jagung hanya ditetapkan oleh para pedagang 
tersebut. 
 Adapun implikasi penelitian yaitu relasi kuasa antara negara dengan 
pemilik modal tidak begitu menguntungkan petani. Misalnya  saja dalam hal 
bantuan bibit yang diberikan oleh pemerintah kepada petani belum optimal. Karna 
banyak petani yang tidak mendapatkan bantuan sama sekali.  Jadi, komoditas 
jagung yang menjadi produk yang diandalkan Kelurahan Tonrorita tidak 
dinikmati masyarakat karena adanya kepentingan-kepentingan politik individu 
dan kelompok.  
 
Kata Kunci : Relasi Kuasa, Negara, Pemilik Modal, Kelompok Tani, Petani. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
 Pangan adalah kebutuhan dasar manusia paling utama, Undang-undang No.7  
tahun  1996  tentang pangan  mengamanatkan  kepada  negara  untuk 
bertanggungjawab dan berkewajiban dalam memenuhi hak atas pangan bagi setiap  
warga  negara  Indonesia. Politik pangan dapat dipahami sebagai: 
1. Politik pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi 
2. Politik interaksi antara bangsa kaya dan bangsa miskin 
3. Bertalian erat dengan food security 
4. Terkait dengan sektor pertanian dan petani 
5. Berhubungan erat dengan emosional seseorang.1 
 Sektor pertanian adalah salah satu sektor sandaran hidup bagi sebagian besar 
penduduk Indonesia, sehingga sektor pertanian diharapkan menjadi basis 
pertumbuhan ekonomi di masa yang akan datang. Hal ini dapat dicapai dengan 
memanfaatkan potensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh Indonesia. Salah satu 
komoditi andalan di sektor pertanian adalah jagung, karena jagung merupakan salah 
satu bahan pokok makanan di Indonesia yang memiliki kedudukan cukup penting 
setelah beras. 
                                                             
1 Dillon, H.S., “Politik Pangan Indonesia,” makalah  dalam Diskusi aksara, 7 Oktober 1999, 
Jakarta 
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Kewajiban  Pemerintah  untuk  memenuhi kebutuhan pangan bagi warga 
negaranya kerap ditafsirkan sebagai keharusan pemerintah  suatu  negara  untuk  
memperluas  pasarnya  terhadap komoditi-komoditi pertanian dari pasar internasional 
atau impor pangan. Konsep ini dikenal dengan trade-based food security atau 
ketahanan pangan berbasis pada perdagangan. Pengendalian semua sektor pangan 
baik produksi, perdagangan maupun harga untuk beberapa komoditas utama oleh 
konglomerasi sistem pangan dunia menyebabkan Indonesia saat ini masuk ke dalam 
perangkap pangan (food trap). Kecukupan pangan menentukan kualitas sumber daya 
manusia dan ketahanan bangsa. 2 
Pangan pada dasarnya merupakan kebutuhan manusia yang sangat asasi. 
Demikian luas dimensinya, baik pangan sebagai kebutuhan dasar bagi manusia yang 
sehat dan produktif (melalui keseimbangan karbohidrat, protein, lemak, vitamin, serat 
dan unsur-unsur esensi lainnya), maupun pangan sebagai bagian dari kepentingan 
masyarakat terkait aspek-aspek ekonomi-sosial-budaya. Demikian asasinya pangan 
bagi kehidupan masyarakat, maka ketersediannya harus dapat dijamin dalam 
kuantitas dan kualitas yang cukup untuk pemenuhan aspirasi humanistik masyarakat, 
yaitu hidup yang maju, mandiri, dalam suasana tenteram, serta sejahtera lahir dan 
batin. Oleh karena asasinya tersebut, setiap negara harus mendahulukan 
pembangunan ketahanan pangannya sebagai landasan bagi pembangunan sektor-
sektor lainnya. Hal ini memberi konsekuensi bahwa pemerintah harus berperan 
                                                             
 2 Ferry J. Juliantono, “Pertanian Indonesia di bawah Rezim WTO” (Jakarta: Banana 
Publisher, 2007), h.162 
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sebagai motor utama dan bertanggung jawab dalam mewujudkan ketahanan pangan 
nasional.3 
Salah satu karakteristik dalam pembangunan ekonomi adalah pergeseran 
jangka panjang populasi dan produksi dari sektor pertanian menjadi sektor 
industrialisasi. Konsep strategi pembangunan berimbang (balanced growth), yaitu 
pembangunan di sektor pertanian khususnya petani jagung dan sektor industri secara 
bersamaan merupakan tujuan pembangunan yang paling ideal. Pada kenyataannya 
konsep strategi pembangunan berimbang tidak dapat dilakukan oleh negara 
berkembang, hal ini disebabkan karena sumber daya manusia yang tidak memadai 
untuk melakukan pembangunan dibidang pertanian dan bidang industri sekaligus. 
Pertanian merupakan karakteristik pokok  dari umumnya desa-desa di dunia 
ini. Desa merupakan fenomena yang muncul dengan dikenalnya cocok tanam di 
dunia ini.4 Mengingat pentingnya faktor pertanian bagi keberadaan desa maka hal ini 
menjadi sebuah keniscayaan untuk memahami masyarakat desa. Di desa terdapat 
beberapa karakteristik petani, seperti karakter demografis, karakter social serta 
karakter ekonomi petani itu sendiri. Karakter-karakter  tersebut  yang  membedakan  
tipe  perilaku  petani  pada  situasi tertentu.  Karakteristik  tersebut seperti  umur,  
tingkat  pendidikan, jenis kelamin. Dalam hal ini di Kecamatan Biringbulu umur bagi 
petani  yang sudah tua tidak mengurangi semangatnya dalam melakukan usaha tani 
                                                             
 3Anna Fariyanti dkk.Pangan Rakyat : Soal Hidup atau Mati dalam 60 Tahun Kemudian., 
Departemen Agribisnis , FEM-IPB dan PERHEPI,. (Jakarta : 2012),  h. 43 
 4Raharjo.Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian.(Yogyakarta: Gadjah Mada 
University Press, 2004),  h.12 
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tersebut. Bahkan, lebih semangat orang yang sudah tua (50an keatas) daripada 
mereka yang masih berusia muda (50an kebawah). Disini yang lebih dominan 
melakukan pertanian adalah orang yang sudah berumur cukup tua, karena orang yang 
sudah cukup tua lebih berpengalaman dalam bertani.   
 Hasil akhirnya sudah kita ketahui secara bersama bahwa kemudian akses dan 
aset hanya dimiliki oleh segelintir orang yaitu para penguasa dan pengusaha.5 Dalam 
konteks ini kebijakan pemerintah tentang pembangunan pertanian dan pedesaan 
masih sangat lambat dan kurang berpihak pada petani dan komunitas desa. Sehingga 
petani menjadi korban dari ketidakadilan struktural, petani tersubordinasi oleh 
dominasi dan hegemoni pemerintah.6 Hal serupa mengenai kebijakan yang tidak 
berpihak pada petani terus berulang. Sementara itu,  Allah berfirman Dalam QS. An-
Nahl/16: 90 tentang perlunya berlaku adil. 
                          
                   
 
Terjemahnya : 
 90. Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat 
kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari 
                                                             
 5 Mansour Fakih. Sesat Pikir Teori Pembangunan  dan Globalisasi.(Yogyakarta: Insist Press, 
2001),  h.85 
 6Sulistyaningsih. Industrialisasi dan Pemberdayaan  Ekonomi Petani.  ( Jurnal sosiologi  
Reflektif edisi 2 April 2008),  h. 127 
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perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi 
pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.7 
 
 Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah telah memerintahkan untuk 
menegakkan keadilan dan persamaan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kita harus 
menjamin keadilan dan perilaku yang baik tidak hanya bagi individu saja tetapi juga 
hadir dalam sosial-ekonomi. Keadilan yang dimaksud adalah dalam pembagian 
bantuan pemerintah. 
 Setiap pemerintah dalam suatu daerah harus menjalankan tugasnya dengan 
baik. Seperti dalam pembagian bantuan harus dibagikan secara adil kepada 
masyarakat tanpa adanya perbedaan. Perbedaan yang dimaksud adalah yang 
dibagikan bantuan hanya keluarga dekat dan orang-orang tertentu saja. Semua harus 
rata dalam bantuan yang diberikan supaya keadilan dapat dirasakan oleh masyarakat.  
 Konflik agraria struktural antara petani dengan pemodal dan atau instrument 
negara marak terjadi. Bahkan bibit dan  anggaran pupuk bersubsidi yang seharusnya 
dibagikan pada pihak pertanian masih banyak yang diselundupkan.8 Dan juga 
berbicara masalah lahan, sebagian dari petani di Kelurahan Tonrorita menggarap 
lahan orang lain karena mereka tidak memiliki lahan. Banyak dari petani yang 
membayar pajak dari lahan tersebut. Fokus dari penelitian ini adalah petani pemilik 
lahan. 
                                                             
 7Departemen Agama RI.  Al-Qur’an dan Terjemahannya.  (Depok:Sabiq),  h. 277 
 8Toto Subandriyo . “Hentikan Marjinalisasi Petani”  dalam (Kompas 2012),  Senin. 26 
Maret. 
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Kondisi demikian juga ditemukan di Kelurahan Tonrorita Kecamatan 
Biringbulu Kabupaten Gowa yang penghasilan masyarakatnya sangat bergantung 
dengan pertanian, karena di Kelurahan Tonrorita Kecamatan Biringbulu pendapatan 
masyarakat disana didapat dari pertanian khususnya jagung, bahkan sampai PNS pun 
tetap menambah profesinya sebagai petani, karena mereka pikir gaji yang mereka 
dapat menjadi PNS tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Harga 
pupuk dan benih yang mahal seringkali dikeluhkan oleh petani, khususnya petani 
berlahan sempit yang memiliki keterbatasan modal. Ditambah pula dengan mahalnya 
bayaran bagi para buruh tani yang berasal dari luar daerah, dan juga biasanya ketika 
dipasarkan, jagung mereka dibeli dengan harga yang murah.  
 Demi kelanjutan produksi pertanian, para petani berlahan sempit akhirnya 
melakukan pinjaman kepada Pemilik Modal (Pedagang). Seharusnya Negara disini 
hadir dalam memberikan bantuan kepada petani seperti subsidi. Seperti yang 
berbunyi dalam Undang-undang No.7  tahun  1996 tentang Pangan  mengamanatkan  
kepada  negara  untuk bertanggungjawab dan berkewajiban dalam memenuhi hak atas 
pangan bagi setiap  warga  negara  Indonesia,   namun yang terjadi di Kelurahan  
Tonrorita Kecamatan Biringbulu, pemerintah tidak langsung memberikan bantuan 
subsidi itu langsung kepada masyarakat tetapi kepada ketua GAPOKTAN.  Dalam 
hal ini, petani mau tidak mau harus membeli subsidi contohnya bibit dan pupuk yang 
dijual oleh pemilik modal (pedagang) tersebut meski harga yang tidak sesuai   dengan 
yang ditetapkan oleh pemerintah. Sebagaimana Hadis yang berbunyi :  
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       ٍلاَم ٍَلَو  ٍمَد ِيف  ٍةَمِلْظَمِب يُِنُبلَْطي  ٍدََحأ ٍَسَْيلَو ٍَالل َىقَْلأ ٍَْنأ ٍْوُجَْرأ يِِِّنإَو ٍُقا َّز َّرلا ٍُطِسَابْلا ٍَقْلاٍُضِبا  ٍُرِِّعَسُمْل ٍَالل ٍَِّنإ 
Artinya: 
 "Sesungguhnya Allah lah zat yang menetapkan harga, yang menahan, yang 
 mengulurkan, dan yang Maha pemberi rezeki. Sungguh, aku berharap dapat 
 menjumpai Allah tanpa ada seorang pun yang menuntutku atas kezaliman 
 yang aku  lakukan dalam masalah darah dan tidak juga dalam masalah 
 harta?"9 
            Para ulama menyimpulkan dari Hadis tersebut bahwa haram bagi penguasa 
untuk menentukan harga barang-barang karena hal itu adalah sumber 
kedzaliman.  Masyarakat bebas untuk melakukan transaksi dan pembatasan terhadap 
mereka bertentangan dengan kebebasan ini. Kewajiban pemilik barang untuk menjual 
dengan harga yang tidak diridhainya bertentangan dengan ketetapan Allah Swt. 
 Peran pemerintah adalah untuk mensejahterakan rakyat sesuai dengan 
Undang–Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.10 Dalam mensejahterakan 
rakyat pemerintah harus menjalankan perannya baik sebagai fasilitator, dinamisator, 
regulator, motivator, dan kasalitator.11 Selain itu menurut Rasyid dalam 
mensejahterakan rakyat pemerintah juga memiliki fungsi sebagai publik service, 
pemberdayaan, pembangunan, dan regulasi. 
                                                             
 9Muhammad  Nasyiruddin Al-Bani, Shahih Sunan Tirmizi, (Kampung Sunnah, 2009), h.176. 
 10Undang–Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. 
 11 Labolo, Muhadam. Memahami Ilmu Pemerintahan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011) 
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 Dalam Islam, pertanian adalah pekerjaan yang penting. Dalam al-Qur’an 
banyak dijelaskan bahwasanya dari tanah pertanianlah diperoleh sumber makanan 
bagi kehidupan manusia. Allah berfirman dalam QS. Al-A’raf/7: 10 yang berbunyi : 
                             
 
Terjemahnya : 
 10. Sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian dimuka 
bumi dan kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. 
Amat sedikitlah kamu bersyukur.12 
 
  Ayat di atas menjelaskan bahwasanya kewajiban manusia untuk mendiami 
bumi, mengolah dan mengembangkan bumi. Pada dasarnya penjelasan ini meliputi 
kewajiban manusia untuk memenuhi keperluan hidup manusia, seperti makanan, dan 
pakaian. Setiap individu tanpa terkecuali diwajibkan untuk memenuhi keperluan 
hidup dengan usahanya sendiri.   
  Sumber penghidupan dimuka bumi telah disediakan oleh Allah SWT dan 
kewajiban manusia untuk memenuhi keidupannya sendiri tanpa berharap bentuan dari 
orang lain.  
 Sudah  sejak  lama  Pemerintah  Indonesia  berusaha  meningkatkan  taraf 
hidup masyarakat  Petani  yang  merupakan  porsi  terbesar  dari  struktur masyarakat  
                                                             
 12 Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahannya.  h. 151 
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Indonesia.  Berbagai  bentuk  program  telah  diterapkan seperti bantuan subsidi  
untuk membantu petani unuk meningkatkan perekonomiannya. Seharusnya dengan 
bantuan  yang telah  diberikan ini  mulai dari penyediaan subsidi,  Sarana Produksi, 
Bantuan Modal Langsung, Kredit Usaha Tani, dan lain sebagainya yang jumlahnya 
sangat beragam bisa membantu masyarakat dalam meningkatkan produksi jagung 
tersebut supaya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, karena di Kelurahan Tonrorita  
Kecamatan Biringbulu masyarakatnya 95% menggantungkan hidupnya dengan 
profesi petani.  Namun, hasilnya petani tersebut masih  berpendapatan  rendah. 
Mereka masih  tergantung terhadap berbagai  bantuan dari pemilik modal,  dan  
masih  selalu  berfikir  belum  mampu  bergerak  sendiri dalam melaksanakan usaha 
taninya. Dari uraian diatas penulis tertarik meneliti dengan judul “Politik Pangan Di 
Kelurahan Tonrorita Kecamatan Biringbulu (Analisis Relasi Kuasa dalam Proses 
Produktivitas Tanaman Jagung)”. 
B. Fokus penelitian  
 Fokus penelitian adalah pemusatan fokus kepada intisari penelitian yang akan 
dilakukan. Hal tersebut harus dilakukan dengan cara eksplisit agar kedepannya dapat 
meringankan peneliti sebelum turun atau melakukan observasi/pengamatan. Fokus 
penelitian merupakan garis terbesar dalam jantungnya penelitian mahasiswa, 
sehingga observasi dan analisa hasil penelitian bakal menjadi lebih terarah. dalam 
penelitian, peneliti menentukan fokus penelitian melalui tahapan observasi yang 
dilakukan untuk menarik masalah yang ditemukan secara rasional dan fleksibilitas, 
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sehingga tercapai fokus penelitian yang akan dilalui oleh peneliti dalam rancangan 
penelitiannya. 13  Subjek yang akan dipantau dalam penelitian ini adalah. 
* Kelompok Tani : Petani yang tergabung dengan suatu kelompok dengan 
mengumpulkan foto copy KTP. Dalam 1 kelompok tani terdiri 
dari 25 orang yang didalamnya terdapat Ketua, Sekretaris, 
Bendahara dan anggota.  
* Negara/Kuasa : Negara disini adalah pemerintah yang bertanggungjawab  
memelihara hak atas pangan warga negaranya. Negara yang 
mempunyai kuasa untuk mendistribusikan bantuan tersebut. 
* Relasi Kuasa :  Relasi kuasa yang dijalankan oleh Negara, Pemilik Modal dan 
petani. Negara dikuasai oleh pemilik modal tersebut karena 
akan mendapatkan keuntungan dari relasi yang dijalankan.  
C. Rumusan Masalah  
 Berdasarkan uraian seperti yang dipaparkan pada latar belakang di atas, maka 
penelitian ini mengacu pada pertanyaan dasar yang sekaligus merupakan 
permasalahan pokok, yaitu “Bagaimana Relasi Kuasa antara Negara, Pemilik Modal 
dan Petani dalam proses produktivitas Tanaman Jagung Di Kelurahan Tonrorita  
Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa”? 
 
 
                                                             
13 Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D. (Bandung: 
Alfabeta, 2014), h.245 
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D. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian 
a. Tujuan Penelitian 
 Dengan latar belakang dan permasalahan penelitian yang ada maka secara 
spesifik penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui relasi kuasa antara 
negara, pemilik modal dan petani di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa.  
b. Manfaat Penelitian  
  Adapun manfaat penelitian ini yaitu:  
1. Secara Teoritis 
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan sumbangan 
pengetahuan dan menambah khasanah keilmuan sekaligus berpartisipasi 
aktif dalam pengembangan pemikiran bagi Jurusan Ilmu Politik dan 
Mahasiswa mengenai kepemimpinan perempuan baik di ranah nasional 
maupun lokal. 
2. Secara Praktis  
Mengetahui dan memahami bagaimana Relasi kuasa yang terjadi antara 
Negara, Pemilik Modal, dan petani dalam proses produktivitas tanaman 
jagung di Kelurahan tonrorita kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
A. Tinjauan Karya Terdahulu  
Untuk menjawab masalah-masalah dan mencapai tujuan dalam penelitian ini, 
maka perlu dilakukan tinjauan pustaka, guna mendapatkan kerangka konsep untuk 
mempermudah dalam proses memperoleh hasil yang maksimal. Berikut adalah 
matriks tabel beberapa tinjauan pustaka dalam penelitian ini, antara lain: 
1. Politik Ketahanan Pangan Di Kabupaten Gowa (Studi tentang Alih Fungsi 
Lahan Pertanian di Kabupaten Gowa),  oleh Muh. Wisdariansyah Anzar.14 
Adapun rumusan masalahnya yaitu Bagaimana alih fungsi lahan pertanian  di 
Kecamatan Somba Opu? Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana 
alih fungsi lahan pertanian di Kecamatan Somba Opu. Penelitian ini 
menggunakan metode Penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deksriptif.  
Alih Fungsi lahan pertanian yang banyak terjadi di Kecamatan Somba Opu  
adalah alih fungsi lahan pertanian sawah menjadi lahan non pertanian. Alih 
fungsi lahan pertanian tidak terlepas dari pertumbuhan penduduk Kecamatan 
Somba Opu yang pesat sehingga kebutuhan akan lahan non pertanian dalam hal 
ini lahan tinggal juga ikut meningkat. meningkatnya alih fungsi pertanian 
menyebabkan terjadinya penurunan produksi tanaman pangan di Kecamatan 
                                                             
 14 Muh. Wisdariyansyah Anzar,  Politik Ketahanan Pangan Di Kabupaten Gowa : Studi 
Tentang Alih Fungsi Lahan Pertanian Di Kabupaten Gowa, Skripsi  (Makassar : Ilmu Politik UIN 
Alauddin, 2015) 
13 
 
Somba Opu, berkurangnya lahan pekerjaan bagi petani dan adanya 
kekhawatiran terhadap ketahanan pangan di Kecematan Somba Opu akibat 
jumlah produksi tidak mampu mengimbangi jumlah konsumsi masyarakat yang 
sangat besar. Jika hal ini dibiarkan oleh pemerintah bukan tidak mungkin di 
masa yang akan datang Kecamatan Somba Opu akan mengalami krisis pangn. 
Konsumsi masyarakat Somba Opu pun  belum memenuhi angka kecukupan gizi 
(AKG).  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya masalah 
tersebut maka pemerintah berupaya mengantisipasinya dengan cara 
mengupayakan masyarakat Somba Opu dapat memanfaatkan pekarangan rumah 
untuk memperoduksi tanaman pangan, menyeimbangkan konsumsi pangan 
tidak lagi berfokus pada beras sebagai pangan utama, ataupun dengan 
mengupayakan setidaknya ada hari tanpa konsumsi beras atau di kenal dengan 
program One day No Rice. 
2. Politik Pangan Di Maluku (Studi Kasus : Kebijakan tentang Ketahanan 
PanganLokal di Maluku),  oleh Erwien Ikhsan .15 Rumusan Masalah dalam 
penelitian ini adalah . Bagaimana implementasi peraturan daerah Maluku No 04 
Tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja badan ketahanan pangan  Provinsi 
Maluku dalam mewujudkan ketahanan pangan berbasis lokal di Maluku?, Apa 
                                                             
 15 Erwien Ikhsan , Politik Pangan Di Maluku (Studi Kasus : Kevijakan tentang Ketahanan 
Pangan Lokal Di Maluku ), Skripsi  Makassar: Ilmu Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik UNHAS, 2015 
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faktor-faktor penunjang dan penghambat badan ketahanan pangan dalam 
mewujudkan ketahanan pangan berbasis lokal di Maluku?.  Tujuan Penelitia ini 
adalah untuk mengetahui implementasi peraturan daerah Maluku No 04 Tahun 
2010 tentang organisasi dan tata kerja badan ketahanan pangan  Provinsi 
Maluku dalam mewujudkan ketahanan pangan berbasis lokal di Maluku dan 
faktor-faktor penunjang dan penghambat badan ketahanan pangan dalam 
mewujudkan ketahanan pangan berbasis lokal di Maluku. Dalam penelitian ini 
menggunakan metode kualitatif untuk menghasilkan temuan atau kebenaran 
yang didalam penelitian kualitatif disebut kebenaran “intersubjektif”, yakni 
kebenaran yang dibangun dari jalinan berbagai faktor yang bekerja bersama-
sama, seperti budaya dan sifat unik manusia, maka realitas kebenaran adalah 
sesuatu yang “dipresepsikan” oleh yang melihat bukan sekedar fakta yang 
bebas konteks dan interpretasi apapun.  Politik pangan adalah kebijakan politik 
yang diarahkan guna terciptanya pemenuhan pangan bagi masyarakat dalam 
konteks Negara. Pangan merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh 
pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama seperti yang diamanatkan 
oleh Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2002 tentang ketahanan pangan. Salah 
satu upaya agar mengurangi ketergantungan tehadap beras dan kerawanan 
pangan, maka pemerintah melakukan diversifikasi pangan dengan 
mengembangkan dan mengkonsumsi pangan lokal yang merupakan potensi 
daerah masing-masing.  
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Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam mewujudkan ketahanan 
pangan dan mengurangi ketergantungan terhadap beras. Pemerintah Daerah 
Maluku membentuk Badan Ketahanan Pangan yang berguna untuk membuat 
serta menjalankan kebijakan pangan di Maluku, BKP bekerja sama dengan 
Bulog dalam menyediakan bahan pangan masyarakat. Jika Bulog lebih kepada 
penyediaan dan pengaturan harga beras, BKP berupaya menciptakan ketahanan 
pangan, dengan memanfaatkan potensi pangan lokal. BKP sebagai lembaga 
yang membantu Gubernur dalam masalah pangan. 
Berdasarkan data yang dipaparkan maka teori kebijakan sangat relevan untuk 
menganalisis implementasi peraturan daerah No 04 tahun 2010 tentang tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Badanfgnm n Ketahanan Pangan Provinsi Maluku 
terhadap ketahanan pangan lokal. Menurut Carl Friedrich kebijakan adalah 
suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, 
kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan 
adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang untuk mencapai 
tujuan yang diinginkan. 
3. Kebijakan Pemerintahan Sby – Jk dalam konteks  Politik pangan 2004, oleh Sri 
Gustiayyu.16 Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana 
kebijakan politik pangan pada masa pemerintahan Sby-Jk?, Apakah kebijakan 
tersebut terealisali atau tidak?. Tujuan dari penelitian ini adalah  untuk 
                                                             
 16 Sri Gustiayyu, Kebijakan Pemerintahan Sby – Jk dalam konteks  Politik pangan 2004,  
Skripsi  Medan: Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, 2010 
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menganalisa dan mendeskripsikan kebijakan politik pangan  pada masa SBY-
JK serta memahami apakah kebijakan tersebut terealisali atau tidak. Data yang 
saya gunakan dalam penelitian ini adalah bersumber dari buku-buku, surat 
kabar, majalah dan internet. Metode analisis yang digunakan dalam  penelitian 
ini adalah deskriptif kualitatif.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan kebijakan SBY-JK 
kebijakan pangan menandakan pemerintah pro kepada kapital yaitu semakin 
dekat neolibralisme. Melihat kondisi pangan Indonesia yang masih harus 
bergantung pada impor maka unsur kemandirian pangan juga harus 
diperhatikan. Dimana negeri kita yang kaya akan sumber daya alam, kini harus 
mengekspor bahan  pangan dari luar, betapa tidak efektifnya kebijakan 
pemerintah SBY-JK dalam  menanggulangi permasalahan pangan khusunya 
beras.  
4. Relasi Kuasa di Pertambakan Desa Ambulu (Studi Relasi Bisnis Antara Bisnis 
Bakul Ikan dengan pemilik Lahan Tambak Budidaya Ikan), oleh Mason Haji.17 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Mengidentifikasi siapakah aktor 
yang paling berpengaruh dan berkuasa dalam masa produksi tambak ikan, 
distribusi hasil tambak,  dan pasar?, Bagaimana mekanisme eksploitasi aktor 
yang berkuasa?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui siapakah 
                                                             
17 Mason Haji, Relasi Kuasa di Pertambakan Desa Ambulu (Studi Relasi Bisnis Antara Bisnis 
Bakul Ikan dengan pemilik Lahan Tambak Budidaya Ikan), Skripsi (Yogyakarta : Jurusan 
Pengembangan Masyarakat Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016) 
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aktor yang paling berpengaruh dan berkuasa dalam masa produksi tambak ikan, 
distribusi hasil tambak, dan pasar dan mengetahui mekanisme eksploitasi aktor 
yang berkuasa. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif 
dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.  
Hasil penelitian menunjukkan, pertama : Dari kekayaan potensi di Desa 
Ambulu yaitu pertambakan ikan dengan jumlah 826 petak tambak belum bisa 
dimaksimalkan dan belum bisa menikmati hasil pertambakan oleh semua 
penduduk Desa Ambulu terkhusus para petani tambak melainkan hanya 
beberapa orang saja, salah satunya adalah bakul ikan karena adanya relasi kuasa 
ataupun hubungan kekuasaan antara petani dengan bakul ikan, yang 
diuntungkan hanya bakul ikan. Kedua : Petani tambak ikan bandeng Desa 
Ambulu masih kesulitan masalah modal awal produksi, dengan jalan lain petani 
meminjam atau berhutang kepada bakul ikan. Ketiga : Bakul ikan menguasai di 
pertambakan ikan bandeng Desa Ambulu dari mulai produksi yaitu dengan 
meminjamkan modal produksi  bandeng dengan nilai harga yang lebih rendah 
dari pasar. Keempat : petani tambak ikan bandeng Desa Ambulu belum bisa 
mendistribusikan hasil produksi ikan bandeng karena tidak mempunyai akses 
keluar atau ke pasar. Petani tambak lebih memilih bakul ikan yang nilai jualnya 
lebih rendah. 
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5. Analisis faktor-faktor yang Mempengaruhi produktivitas jagung kuning di 
Kabupaten  Jeneponto, oleh Muhammad Rizky Syam.18 Rumusan masalah 
dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengaruh modal/luas lahan, pupuk/luas 
lahan, dan hari orang  kerja/luas lahan berpengaruh terhadap produktivitas 
jagung di Kabupaten  Jeneponto?. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui pengaruh modal/luas lahan, pupuk/luas lahan, dan hari orang 
kerja/luas lahan berpengaruh terhadap produktivitas jagung di Kabupaten 
Je’neponto. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian 
kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan 
(library research). Kemudian dilakukan penelitian lapangan (field research) 
untuk melakukan pengamatan dan observasi langsung di lokasi penelitian. 
Berikutnya, pengumpulan data dengan metode wawancara mendalam (indepth 
interview). Penelitian ini mencakup faktor – faktor yang  mempengaruhi 
produktivitas jagung kuning di Kabupaten Jeneponto. Adapun variabel-variabel 
yang digunakan adalah modal, pupuk, dan hari orang kerja.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel modal berpengaruh 
positif siginifikan terhadap produktivitas jagung kuning di Kabupaten 
Jeneponto, variabel pupuk berpengaruh positif signifikan terhadap produktivitas 
jagung kuning di Kabupaten Jeneponto, sedangkan variabel hari orang kerja 
                                                             
18 Muhammad Rizky Syam, Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas jagung 
kuning di Kabupaten Jeneponto, Skripsi ( Makassar : Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Universitas Hasanuddin, 2015) 
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memiliki pengaruh yang negatif terhadap produktivitas jagung kuning di 
Kabupaten Jeneponto. 
Berdasarkan hasil tinjauan dari kelima tulisan diatas yang membahas tentang 
Politik Pangan dan Relasi Kuasa, yang membedakan penelitian ini dengan kelima 
tulisan diatas yaitu peneliti lebih fokus untuk meneliti tentang  Negara, Pemilik 
Modal dan Petani di Kelurahan Tonrorita Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa 
dengan menggunakan perspektif ekonomi politik, dimana aktor-aktor yang terlibat 
dalam penelitian ini seperti negara, pemilik modal dan petani. 
B. Landasan Teori 
1. Relasi Kuasa 
Menurut Michel Foucault dalam buku Filsafat Modern mengartikan Relasi 
Kekuasaan adalah bukanlah sesuatu yang hanya dikuasai oleh negara, sesuatu yang 
dapat diukur. Kekuasaan ada dimana-mana, karena kekuasaan adalah satu dimensi 
dari relasi, dimana ada relasi disana ada kekuasaan. Di sinilah letak kekhasan 
Foucault. Dia tidak menguraikan apa itu kuasa, tetapi bagaimana kuasa itu berfungsi 
pada bidang tertentu.19  
Kuasa itu ada dimana-mana dan muncul dari relasi-relasi antara pembagian 
kekuasaan, terjadi secara mutlak dan tidak tergantung dari kesadaran manusia. 
Kekuasaan hanyalah sebuah strategi. Strategi ini berlangsung dimana-mana dan 
disana terdapat sistem, aturan, susunan dan regulasi. Kekuasaan ini tidak dapat di 
                                                             
 19K. Bertens., Filsafat Barat Kontemporer Prancis, (Jakarta : Gramedia, 2001), h. 24 
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luar, melainkan kekuasaan menentukan susunan, aturan, dan hubungan-hubungn dari 
dalam dan memungkinkan semuanya terjadi. Salah satu yang berpengaruh dalam 
relasi kuasa adalah pengaruh atas kapitalis, baik berupa asset, uang, dan sarana fisik 
lainnya.20 
Allah berfirman dalam QS. Ali-Imran/3:26 tentang Kekuasaan yang berbunyi: 
                                 
                           
Terjemahnya : 
26. Katakanlah :”Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, engkau 
berikan kerajaan kepada orang yang engkau kehendaki dan engkau 
cabut kerajaan dari orang yang engkau kehendaki. engkau muliakan 
orang yang engkau kehendaki dan engkau hinakan orang yang engkau 
kehendaki. Di tangan engkaulah segala kebajikan, Sesungguhnya 
Engkau Maha kuasa atas segala sesuatu.21 
 
Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT menganugerahkan kepada 
manusia sebagian kekuasaan itu. Di antara mereka ada yang berhasil melaksanakan 
tugasnya dengan baik dengan mengikuti prinsip-prinsip kekuasaan dan ada pula yang 
gagal. 
                                                             
 20Michel Foucault, Seks dan Kekuasaan,  Terj. S. H. Rahayu (Jakarta: Gramedia, 2000),h.  
144 
 21Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahannya,  h. 53 
21 
 
Kekuasaan itu menyebar dimana-mana (Power Is Omnipresent) Sebagai 
konsekuensi pandangan bahwa kekuasaan tidak berpusat pada individu-individu atau 
Negara. Kekuasaan menyebar melalui “seluruh struktur tindakan yang menekan dan 
mendorong tindakan-tindakan  lain melalui rangsangan, rayuan, paksaan, dan 
larangan.” Kekuasaan “merasuki” seluruh bidang kehidupan modern. Kekuasaan 
berada di semua lapisan, kecil dan besar, laki-laki dan perempuan, dalam keluarga, di 
sekolah, kampus dan sebagainya. Kekuasaan dilaksanakan dalam tubuh, bukan 
sebagai milik, melainkan sebagai strategi yang menyebar dalam masyarakat 
modern.22 
Relasi kuasa bukan hanya terdapat dalam kalangan pejabat ataupun orang-
orang yang memiliki kekuasaan. Relasi kuasa itu ada dimana-mana bahkan dalam 
masyarakat kecilpun terjadi relasi kuasa. Para petani dikuasai oleh negara dan pemilik 
modal karena memiliki kekuasaan, koneksi dan aset lainnya. Teori ini digunakan 
karena adanya relasi kuasa yang dijalankan oleh negara dan pemilik modal dengan 
masyarakat yang menjadi korban. Adapun yang dikuasai dari pemilik modal adalah 
negara.  
2. Ekonomi Kerakyatan 
Menurut Mubaryo dalam bukunya yang berjudul: Reformasi sistem Ekonomi 
(Dari Kapitalis menuju Ekonomi Kerakyatan), menyatakan bahwa ekonomi 
                                                             
 22Efriza, Kekuasaan Politik “Perkembangan Konsep, Analisis, dan Kritik.( Intrans 
Publishing, 2015 ), h. 35 
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kerakyatan adalah ekonomi yang dekomratis yang ditujukan untuk kemakmuran 
rakyat kecil.23 
Sedangkan menurut Zulkarnain, didalam bukunya yang berjudul kewirausahaan 
(Strategi Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah dan Penduduk Miskin), ekonomi 
kerakyatan adalah suatu sistem ekonomi yang harus dianut sesuai dengan falsafah 
negara kita yang menyangkut dua aspek, yaitu keadilan dan demokrasi ekonomi, serta 
keberpihakan kepada ekonomi rakyat.24 
Sedangkan menurut A. Simarmata istilah demokrasi ekonomi yang secara tegas 
terdapat pasal penjelasan, dapat ditafsirkan sebagai setara dengan ekonomi 
kerakyatan. Penjelasan Pasal 33 UUD 45 menyatakan bahwa ekonomi kerakyatan  
yakni sistem ekonomi dimana produksi  dikerjakan oleh semua, untuk semua serta 
dibawah pemilihan anggota-anggota masyarakat. Dengan demikian salah satupilar 
dari demokrasi ekonomi itu adalah keikutsertaan semua orang dalam kegiatan 
produksi.25 
Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan  bahwa ekonomi 
kerakyatan adalah perkembangan ekonomi kelompok masyarakat yang mengikut 
sertakan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan yang berkaitan 
                                                             
23 Mubaryo, Reformasi Sistem Ekonomi: Dari Kapitalis Menuju Ekonomi Kerakyatan, 
(Yogyakarta: Aditya Media, 1999), Cet. Ke-1, h.81 
24 Zulkarnain, Kewirausahaan (Strategi Pemberdayaan Usaha Menengah dan  Penduduk 
Miskin, (Yogyakarta : Adicita Karya Nusa, 2006), Cet Ke-1, h.98 
25 A. Sinarmata, Reformasi Ekonomi, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 
1998), Cet. Ke-1, h. 117 
23 
 
dengan aspek keadilan, demokrasi ekonomi, keberpihakan pada ekonomi rakyat yang 
bertumpu pada mekanisme pasar yang adil dan mengikutsertakan seluruh lapisan 
masyarakat proses pembangunan, serta berperilaku adil bagi seluruh masyarakat, 
dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan atau 
mayoritas masyarakat.  
Dalam hal ini, ekonomi kerakyatan seharusnya dapat menjadi acuan agar semua 
petani  mendapatkan keadilan dan ikut serta dalam mekanisme pasar, jangan hanya 
orang-orang tertentu saja seperti para pemilik  modal dalam menentukan harga. 
Keadilan juga harus ditegakkan agar petani tidak merasa disampingkan seperti 
pembagian bantuan harus semua petani yang mendapatkan jangan hanya orang-orang 
tertentu saja agar meningkatkan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan. 
3. Ketahanan Pangan  
Ketahanan pangan adalah “kondisi terpenuhinya pangan bagi Negara sampai 
dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya  pangan yang cukup, baik 
jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak 
bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup 
sehat, aktif, daan poduktif secara berkelanjutan.26 
Pangan bagi bangsa dan masyarakat Indonesia pada dasarnya telah 
didudukkan sebagai tema sangat mendasar dan strategis, dapat dikaji dari berbagai 
landasan hukum yang berkenaan dengan hal itu. Pertama, Undang-Undang Dasar 
                                                             
 26 Undang-Undang No. 18 tahun 2012, “Tentang Pangan” 
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(UUD) Republik Indonesia 1945 sebagai sumber dari segala hukum yang 
mengamanatkan kepada penyelenggara negara untuk memberikan jaminan kepada 
kepada warga negaranya agar dapat hidup sejahtera lahir dan batin. Amanat tersebut 
antara lain tersurat pada Pasal 28 A, ayat 1 UUD 1945 yang menyebutkan “Setiap 
orang berhak sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan 
lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan 
kesehatan”. Selain itu juga pada Pasal 34 menjamin hak warganegara atas 
perlindungan dari diskriminasi. Kedua, Undang-Undang (UU) No. 39 tahun 1999 
tentang Hak Asasi Manusia pasal 9 ayat 1 menyebutkan “Setiap orang berhak untuk 
hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya”.27 
Mewujudkan politik pangan nasional pada dasarnya adalah mengkonstruksi 
sistem ketahanan pangan nasional, yang pada hakekatnya adalah penjaminan terhadap 
suatu situasi berkelanjutan dalam segenap mata rantai pangan, baik sejak penyediaan, 
distribusi hingga kepada pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan yang berdayasaing, 
cukup aman, bermutu dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional, daerah, 
hingga ketingkat rumahtangga.  Perwujudannya, paling tidak mencakup empat aspek 
terpenting, yaitu  :  
1. Ketersediaan (Availability) mengartikan bahwa pangan tersedia untuk 
memenuhi kebutuhan seluruh penduduk baik dari segi jumlah, mutu dan 
                                                             
 27Anna Fariyanti dkk, Pangan Rakyat : Soal Hidup atau Mati dalam 60 Tahun Kemudian,  
h.44 
25 
 
keamanannya. Tentu hal ini akan terkait erat dengan aspek sumber daya 
lahan dan teknologi dalam hal pangan.  
2. Aksesibilitas (Accessibility) memberi pengertian bahwa pasokan pangan 
dapat memenuhi dan menjangkau kebutuhan pangan ke seluruh wilayah 
dengan layak sehingga harga pangan stabil dan terjangkau oleh segenap 
rumahtangga.  
3. Stabilitas (Stability) mengartikan bahwa senantiasa terjamin keharmonisan 
antara pengembangan sektor pertanian sebagai sumber bahan pangan dengan  
ekonomi makro secara keseluruhan.  
4. Keamanan (Safety)  pada dasarnya diartikan bahwa pemenuhan penduduk 
akan pangan berfungsi dan mengarah pada pola pada pemanfaaan pangan 
secara nasional yang memenuhi kaidah-kaidah keunggulan, mutu, 
keragaman, kandungan gizi, keamanan dan kehalalan.28 
 
C. Kerangka Konseptual    
Terkait masalah yang diteliti, peneliti mengangkat teori Relasi Kuasa dari 
Michel Foucault, dan teori tentang Ekonomi Kerakyatan. Menurut Michael Foucault 
dimana ada relasi disitu ada kekuasaan. Dengan adanya relasi yang dijalankan oleh 
pemerintah dengan pemilik modal, maka kekuasaan tersebut mudah untuk dijalankan. 
Karena pemerintah dan petani dikuasai oleh pemilik modal tersebut.  
                                                             
 28Anna Fariyanti, dkk, Pangan Rakyat : Soal Hidup atau Mati dalam 60 Tahun Kemudian,  
h.46 
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Politik Pangan dapat dipahami sebagai interaksi antara bangsa kaya dan 
bangsa miskin. Bangsa kaya yang dimaksud adalah mereka yang mempunyai uang 
dan kebutuhannya yang tercukupi, dan bangsa miskin adalah mereka yang hidup pas-
pasan yang jauh dari kata sejahtera.  
 Seiring dengan perkembangan di bidang pertanian tersebut muncul beberapa 
masalah khususnya masayarakat petani dalam proses produktivitas tanaman jagung.  
Seperti dalam hal penentuan lahan, bantuan Bibit yang mereka harapkan dari 
pemerintah ternyata di salah gunakan oleh orang yang memiliki kekuasaan dan 
pedagang.  
Orang-orang yang memiliki modal berusaha menampung semua bantuan 
tersebut dan menjual kepada petani dengan harga yang cukup mahal, sampai dalam 
hal pemasaran jagung mereka. Karena pada saat petani menjual jagung tersebut, 
banyak kerugian yang petani dapatkan seperti hasil panen yang tidak sesuai dengan 
keinginan karena banyaknya kerusakan pada jagung tersebut, dan juga jagung 
tersebut di beli oleh pedagang dengan harga yang sangat murah.  
Dalam hal bantuan pemerintah, disinilah para petani menjerit karna program 
pemerintah yang seharusnya tersalurkan kepada para petani tersebut ternyata tidak 
sampai ketangan mereka. Bantuan tersebut hanya saja sampai ketangan ketua 
GAPOKTAN dan sebagian Ketua Kelompok Tani. Petani yang menjadi korban. 
Adanya relasi kuasa yang dijalankan oleh negara dan pemilik modal dimana negara 
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dikuasai oleh pemilik modal tersebut membuat masyarakat tidak bisa berbuat apa-
apa.  
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A.   Jenis dan Lokasi Penelitian  
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif untuk menganalisis secara 
argumentasi berdasarkan data- data yang bersifat karakteristik.29 Penelitian ini 
dimaksudkan untuk menggunakan pandangan-pandangan dari bawah mengenai 
Politik Pangan Di Kelurahan Tonrorita Kecamatan Biringbulu. Untuk itu akan 
diawali dengan mengidentifikasi Relasi Kuasa antara negara, pemilik modal, 
petani dalam proses produktivitas tanaman jagung di Kelurahan Tonrorita 
Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa. 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan beberapa 
pertimbangan, pertama menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila 
berhadapan dengan kenyataan ganda, kedua metode ini menyajikan secara 
langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden, dan ketiga metode 
ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan penajaman pengaruh 
bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.30 
Sesuai dengan dasar penelitian tersebut maka penelitian ini diharapkan 
mampu menganalisis permasalahan-permasalahan yang akan diteliti dan hasil 
                                                             
29Torang Syamsir, Metode Riset Struktur & Perilaku Organisasi. (Bandung. Alfabeta,Cv. 
2012).  h.152. 
30Torang Syamsir, Metode Riset Struktur & Perilaku Organisasi. h. 143-147. 
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yang diperoleh, yang selanjutnya dihubungkan dengan aspek-aspek politik dan 
pemerintahan serta melihat realitas tentang relasi kuasa antara negara pemilik 
modal dan petani. 
2. Lokasi Penelitian 
Penelitian dilakukan di Kelurahan Tonrorita Kecamatan Biringbulu 
Kabupaten Gowa. 
B. Subjek/Objek Penelitian 
a. Untuk mengumpulkan data, telah ditentukan para informan yang akan 
memberikan informasi mengenai masalah yang diteliti. 
b. Informan merupakan penduduk Kecamatan Biringbulu. Dalam penelitian ini 
beberapa informan sebagai berikut: 
1. Pemerintah wilayah (Camat Biringbulu) 
2. Pemerintah setempat (Lurah Tonrorita) 
3. Pemilik modal (Pedagang) 
4. Kelompok Tani 
5. Petani 
Tabel Data Informan  
No Nama informan Inisial Jabatan/Status Jumlah 
1. Yamin Basri SE,.M.Si YB Camat Biringbulu 1 
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2. M. Syarif, S.Sos MS Lurah Tonrorita 1 
3. M. Yasim MY Pedagang/Ketua Gapoktan 1 
4. Syarifuddin  S  Ketua Kelompok Tani 1 
5. Sulaemang  S  Ketua Kelompok Tani 1 
6. Mansyur  M Petani 1 
7. Bulla B Petani 1 
8. Sohoriah  S  Petani  1 
9. Sabariah S Petani 1 
10. Rostina R Petani 1 
 
C. Tipe dan Dasar Penelitian 
1. Tipe penelitiian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
penelitian deskriptif kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian 
yan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis, lisan dari 
informan dan perilaku yang diamati. Digunakan metode deskriptif kualitatif 
dalam penelitian ini dikarenakan saya ingin memperoleh gambaran 
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(keterangan) yang lebih akurat dan mendalam berkaitan dengan konteks 
permasalahan yang dikaji. 
2. Dasar penelitian yang dilakukan adalah survey yaitu penelitian yang 
dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis suatu peristiwa atau 
proses tertentu dengan memilih data atau menentukan ruang lingkup tertentu 
sebagai sampel yang dianggap representatif. 31 
D. Jenis data 
Adapun Jenis data penelitian ini adalah: 
1. Data primer (primary data), yaitu data empirik yang diperoleh secara langsung 
dari obyek penelitian perorangan, kelompok dan organisasi.32 Dalam penelitian 
ini, data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan pemerintah Kelurahan 
Tonrorita dan pemilik modal sebagai tokoh utama penelitian, kemudian 
diperkuat dengan jawaban-jawaban wawancara yang mendukung lainnya, 
seperti dari petani dan kelompok tani. 
2. Data Sekunder (secondary data), yaitu data penelitian yang diperoleh secara 
tidak langsung melalui media perantara (dihasilkan pihak lain) atau digunakan 
oleh lembaga lainnya yang bukan merupakan pengolahnya, tetapi dapat 
dimanfaatkan dalam suatu penelitian tertentu.33 Data sekunder dalam penelitian 
ini di dapatkan dari situs-situs institusi yang resmi yang dapat dijadikan suatu 
                                                             
31Lisa Harrison,  Metodologi Penelitian Politik (Jakarta: Kencana, 2009). h.102. 
32 Rosady Ruslan, Metode Penelitian Public Relation Dan Komunikasi. (Jakarta: Rajawali 
Pers, 2010), h. 29-30.  
33 Rosady Ruslan, Metode Penelitian Public Relation Dan Komunikasi, h. 138.  
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referensi berdasarkan kajian penelitian ini, dan juga dari referensi buku, jurnal, 
karya ilmiah dan artikel yang terkait dengan pembahasan penelitian. 
 
E. Metode pengumpulan data  
Dalam pengumpulan data penulis akan menggunakan metode sebagai berikut:  
1. Library research yaitu cara pengumpulan data melalui buku-buku atau 
literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Adapun metode 
yang digunakan adalah sebagai berikut. 
a. Kutipan langsung yaitu penulis mengutip isi buku yang relevan dengan 
materi penulisan dengan tidak mengubah redaksi maupun tanda bacanya. 
b. Kutipan tidak langsung yaitu penulis mengutip hasil bacaan berbeda 
dengan konsep aslinya, namun tidak merubah makna dan tujuan.  
2. Field research yaitu metode pengumpulan data dengan mengadakan 
penelitian secara langsung kepada objek penelitian yang telah ditentukan. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui dua 
cara yakni observasi, wawancara dan dokumentasi.  
a. Observasi 
Observasi yaitu sebuah teknik pengumpulan data dengan melakukan 
peninjauan secara cermat. Dengan teknik ini, peneliti akan mengamati setiap 
fenomena yang berkaitan dengan objek penelitian. Observasi dan pencatatan 
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dengan sistematis fenomena-fenomena yang sudah diteliti.34 Oleh karena itu 
metode observasi ini peneliti gunakan sebagai metode sekunder atau 
pelengkap saja, yaitu untuk melengkapi sekaligus untuk memperkuat serta 
menguji kebenaran data yang telah diperoleh dari hasil wawancara. 
Observasi yang dilakukan berupa melihat rutinitas masyarakat 
Kelurahan Tonrorita Kecamatan Biringbulu kabupaten Gowa dengan cara 
terjun langsung kelapangan dan melihat kondisi dari masyarakat tersebut. 
b. Wawancara  
Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan 
penulisan dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara 
dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa 
menggunakan pedoman wawancara.35 Dalam konteks penelitian ini, Peneliti 
mengunjungi Yamin Basri SE., M.Si dan M. Syarif S.Sos  untuk melakukan 
wawancara agar mendapatkan data yang sesuai penelitian, begitupun dengan 
informan lain, peneliti mengunjungi rumah atau tempat-tempat tertentu sesuai 
dengan keinginan informan agar proses wawancara (interview) berjalan 
dengan baik. 
                                                             
34 Koentjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat. (Jakarta: PT. Gramedia, 1990), 
h. 173.  
35 Burhan Bungin, Metodologi Penulisan Kualitatif, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 108 
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Secara garis besar ada tiga macam pedoman wawancara yaitu sebagai 
berikut : 
1. Pedoman wawancara tidak terstruktur 
Pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang 
akan ditanyakan. Tentu saja kreativitas pewawancara sangat 
diperlukan bahkan hasil wawancara dengan jenis pedoman ini lebih 
banyak tergantung dari pewawancara. Pewawancaralah sebagai 
pengemudi jawaban responden. 
2. Pedoman wawancara terstruktur 
Pedoman wawancara yang disusun secara terperinci menyerupai 
check-list. Pewawancara tinggal membubuhkan tanda (check) pada 
nomor yang sesuai. 
Pada saat wawancara sedang berlangsung saya hanya 
memberikan tanda check pada kertas yang telah saya sediakan sesuai 
dengan jawaban yang diberikan oleh informan. 
3. Wawancara mendalam (Indept interview) 
Teknik pengolahan data yang pengumpulan datanya didasarkan 
pada percakapan secara intensif dengan satu tujuan tertentu untuk 
mencari informasi sebanyak-banyaknya.  
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Wawancara dilakukan dengan cara mendapat berbagai 
informasi menyangkut masalah yang diajukan dalam penelitian. 
Wawancara dilakukan pada informan yang dianggap menguasai 
mengenai apa yang sedang diteliti.  
c. Dokumentasi  
Dokumentasi yaitu teknik dalam pengumpulan berbagai arsip, 
dokumen, atau piagam-piagam terkait dengan permasalahan peneitian 
yang ada pada lokasi penelitian yang menjadi subjek penelitian 
peneliti. Dengan adanya dokumen-dokumen dan arsip maka dapat 
memperkuat informasi awal.36 Teknik dokumentasi digunakan juga 
untuk mengumpulkan dan mencatat laporan yang tersedia.37 
Pada saat wawancara sedang berlangsung informan dan 
peneliti langsung mendokumentasikan kegiatannya dengan cara 
menyuruh seseorang untuk mengambil gambar dari kegiatan 
wawancara tersebut.  
 
F. Teknik Analisis Data 
 Adapun teknik pengolahan dan analisa data dalam penelitian ini adalah: 
1. Reduksi data (data reduction) 
                                                             
 36 Andi Prastowo,  Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif  Rancangan Penelitian 
(Yogyakarta : Ar Ruzz, 2011), h.106-107 
 37Tanzeh, Metodologi Penelitian Praktis, (Yogyakarta : Teras, 2011), h.92 
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Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka 
perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti 
ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu 
perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data.38 Reduksi data dalam 
penelitian ini yaitu memilah-milah jawaban-jawaban hasil wawancara dari Informan 
karena tidak semua hasil uraian informan dapat ditarik menjadi suatu jawaban dalam 
penelitian ini. 
2. Penyajian data (data display) 
Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah men-display-kan data. 
Dalam kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, 
hubungan antara kategori, flowchart dan sejenisnya. Dengan men-display-kan data, 
maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja 
selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.39  
3. Menarik kesimpulan atau verifikasi  (conclution drawing/verification) 
Langkah ketiga analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah 
penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih 
bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang 
mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan 
                                                             
38 Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D,  h. 247 
39 Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D, h.249 
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yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan 
konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan 
yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran umum lokasi penelitian 
Bab ini terangkum mengenai gambaran umum lokasi penelitian yaitu di 
Kelurahan Tonrorita Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa. Gambaran umum ini 
meliputi letak geografis Kabupaten Gowa, terkait juga tentang masalah jagung di 
Kelurahan Tonrorita, dan jumlah penduduk serta dengan memberikan gambaran 
mengenai relasi kuasa di Kelurahan Tonrorita. Selain itu, penjelasan mengenai 
analisis hasil penelitian yang terkait dengan judul penelitian yaitu “POLITIK 
PANGAN DI KELURAHAN TONRORITA KECAMATAN BIRINGBULU (Studi 
Relasi kuasa dalam proses produktivitas tanaman jagung)”. Sesuai dengan rumusan 
masalah pada bab sebelumnya, maka fokus analisis hasil penelitian ini adalah 
mengenai, relasi kuasa antara negara, pemilik modal dan petani di Kelurahan 
Tonroriita Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa. 
1. Gambaran Umum Kabupaten Gowa 
 Kabupaten Gowa berada pada lintang 12ᴼ73ˈ17ˈ sampai 13ᴼ 15ˈ57ˈ Bujur 
timur dan 5ᴼ - 5ˈ64” sampai 5ᴼ -34ˈ13” Lintang selatan yang berbatasan langsung 
dengan. 
A. Sebelah Utara   : Kota Makassar, Maros dan Kab. Bone 
B. Sebelah Timur  : Kabupaten Sinjai, Bulukumba dan Bantaeng 
C. Sebelah selatan : Kabupaten Takalar dan Jeneponto 
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D. Sebelah Barat   : Kota Makassar dan Takalar 
Kabupaten Gowa dengan ibukotanya Sungguminasa merupakan satuan 
wilayah pemerintahan dan sebagai suatu kawasan. Yang dapat di andalkan karna 
secara fisik daerah ini cenderung lengkap dengan keberadaan lengkap hamparan di 
dataran  rendah hinggga dataran tinggi. 
Berbagai aspek memberikan makna penting bagi Kabupaten Gowa dalam 
hubungannya letak dan strategis dari ibukota dan provinsi yaitu : 
a. Berfungsi sebagai pemasok kebutuhan pokok perbekalan untuk 
Makassar. 
b. Memiliki SDA dan SDM yang dapat mendukung kelancaran 
perekonomian pembangunan di Makassar. 
c. Sebagai Alternatif pemukiman baru akibat meningkatnya kebutuhan 
akan perumahan (papan). 
 Secara geografis, Kabupaten Gowa mempunyai keunggulan tertentu karna 
berbatasan langsung dengan kota Makassar yang berfungsi sebagai pusat pelayanan 
kawasan Timur Indonesia, sehingga Kabupaten Gowa akan membayangi setiap 
perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh Sulawesi Selatan dan Makassar 
sebagai ibukotanya. 
 Pada bagian Timur membentang Gunung Bawakaraeng serta bagian Tenggara 
Gunung Lompobattang yang potensial pengembangan tanaman holtikultural da 
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pariwisata yang dapat meningkatkan perekonomian daerah. Sedangkan bagian Barat 
merupakan daerah dataran rendah yang subur dan cocok untuk pengembangan 
tanaman pangan. 
 Kabupaten Gowa terdiri dari 18 (delapan belas) Kecamatan dengan 154 
(seratus lima empat) Desa/Kelurahan, mempunyai luas kurang lebih 1.883,33 kilomer 
persegi tiga atau 3,01 persen dari luas provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah Kabupaten 
Gowa terbagi dalam 18 kecamatan dengan jumlah Desa/Kelurahan definitive 
sebanyak 167 dan 726 Dusun./Lingkungan. Wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar 
berupa dataran tinggi berbukit-bukit, yaitu sekitar 72,26% yang meliputi sembilan 
kecamatan yakni Kecamatan Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolo Pao, 
Parigi, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu dan Biringbulu. Selebihnya 27,76% 
berupa dataran rendah dengan topografi tanah yang datar meliputi sembilan 
Kecamatan yakni Kecamatan Somba Opu, Bontomarannu, Pattallassang, Pallangga, 
Barombong, Bajeng, Bajeng Barat, Bontonompo dan Bontonompo Selatan. 
 Total luas Kabupaten Gowa 35,30% mempunyai kemiringan tanah di atas 40 
derajat, yaitu pada wilayah Kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya, 
Bontolempangan dan Tompobulu. Dengan bentuk topografi wilayah yang sebagian 
besar berupa dataran tinggi, wilayah Kabupaten Gowa dilalui oleh 15 sungai besar 
dan kecil yang sangat potensial sebagai sumber tenaga listrik dan untuk pengairan.  
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 Curah hujan di Kabupaten Gowa yaitu 237, 75 mm dengan suhu 27, 125ºC. 
curah hujan tertinggi yang dipantau oleh beberapa stasiun/pos pengamatan terjadi 
pada bulan Desember yang mencapai rata-rata 676 mm, sedangkan curah hujan 
terendah pada bulan Juli-September yang bisa dikatakan hampir tidak ada hujan. 
 Secara historis Kecamatan Biringbulu adalah hasil pemekaran dari Kecamatan 
Tompobulu. Dimana mayoritas penduduknya 100 % beragama islam dengan sumber 
penghasilan bertani, dan sebagian kecil bergerak dibidang perdagangan. Curah hujan 
rata dalam  pertahun antara 3 hari sampai 25 hari  dan ketinggian dari permukaan  
laut berkisar rata-rata 500 meter.  Kecamatan Biringbulu dibentuk berdasarkan 
PERDA No. 7  Tahun 2005 . Dengan jumlah desa/kelurahan sebanyak 11 (sebelas).  
Tabel di bawah ini menyajikan data mengenai jumlah penduduk Kecamatan 
Biringbulu dalam tahun 2016. Data jumlah penduduk ini merupakan data yang tersaji 
dari pemerintah setempat. 
Tabel 1.1 Jumlah penduduk berdasarkan Desa/Kelurahan di Kecamatan 
Biringbulu, Kabupaten Gowa. 2016  
NO NAMA DESA/KEL JUMLAH PENDUDUK LUAS 
1. Kelurahan Lauwa 2.086 Jiwa 10.02 Km 
2. Kelurahan Tonrorita 3.644 Jiwa 20.68 Km 
42 
 
3. Desa Baturappe 3.148 jiwa 20.50 Km 
4. Desa Borimasunngu 1.305 Jiwa 10.30 Km 
5. Desa Beruttallasa 4.580 Jiwa 32.58 Km 
6. Desa Batumalonro 2.787 Jiwa 25.13 Km 
7. Desa Julukanayya 2.045 Jiwa 17.25 Km 
8. Desa Taring 4.548 Jiwa 20.48 Km 
9. Desa Pencong 3.065 Jiwa 27.89 Km 
10. Desa Parangloe 2.587 Jiwa 14.61 Km 
11. Desa Lembangloe 2.208 Jiwa 19.40 Km 
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Berikut adalah peta Kecamatan Biringbulu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa 
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 Ibu Kota Kecamatan Biringbulu adalah Kelurahan Lauwa dengan jarak sekitar 
sekitar ± 113 km dari Sungguminasa (Ibu kota Kabupaten Gowa). Kecamatan 
Biringbulu memiliki luas sekitar 218,84 km2 dan jumlah penduduk sekitar 32.673 
jiwa.  
Tabel dibawah ini menyajikan data mengenai jumlah penduduk Kecamatan 
Biringbulu  dalam tahun 2016 
Tabel 1.2   jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kecamatan 
Biringbulu, Kabupaten Gowa, 2016  
No Jenis Kelamin Jumlah 
1. Laki-laki 15.961 jiwa 
2. Perempuan 16.712 jiwa 
 Total 32.673 jiwa 
Sumber : Kantor Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa, 2016 
Kecamatan Biringbulu yang merupakan dataran tinggi yang berbatasan 
dengan Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Bontolempangan dan 
Kecamatan Bungaya, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Jeneponto, 
Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bungaya dan Kabupaten Takalar, dan 
Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tompobulu. 
2. Gambaran Umum Kelurahan Tonrorita  
45 
 
Kelurahan Tonrorita dulunya adalah bernama Desa Tonrorita, akan tetapi 
berubah menjadi Kelurahan Tonrorita karena pada tahun 2010 dibawah 
kepemimpinan H. Matta sebagai kepala Desa pada saat itu, banyak masalah yang 
terjadi di masyarakat pada saat pemilihan kepala Desa. Sehingga kepemimpinannya 
tidak dapat berjalan mulus dan tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Desa 
Tonrorita dari segi sarana dan prasarana tidak terlalu banyak perubahan kurang lebih 
3 tahun menjabat sebagai kepala Desa. Oleh sebab itu, H. Matta yang belum habis 
masa periodenya pindah ke Kalimantan. Berpindahnya H. Matta ke Kalimantan 
menjadikan Desa Tonrorita diambil alih kepemimpinannya oleh Ibu Khamsinah 
selaku camat Biringbulu. Dan kemudian pada tahun 2011 Desa Tonrorita  berubah 
menjadi Kelurahan Tonrorita yang diamanatkan oleh Syafaruddin Dg. Nyengka 
sebagai lurah Tonrorita sampai dengan pertengahan tahun 2016.  Memasuki awal 
tahun 2017, Kelurahan Tonrorita di pimpin oleh Sekretaris Lurah, karena lurah yang 
menjabat sebelumnya diangkat menjadi Sekretaris Camat Biringbulu. Pada 
pertengahan tahun 2017 diangkatlah Muh. Syarif S.Sos sebagai lurah Tonrorita yang 
dilantik bulan 6 yang lalu. 
Perubahan yang terjadi dari perpindahan nama Desa jadi Kelurahan sangat 
menonjol, karena dulu sebelum berubah menjadi Kelurahan Tonrorita, rakyatnya 
tidak pernah mendengarkan pemerintahnya, karena pemerintah tersebut tidak pernah 
berbaur dengan rakyatnya, dan tidak pernah memikirkan kepentingan rakyatnya. 
Contohnya saja jalanan yang rusak yang tidak pernah diperbaiki. Akan tetapi dengan 
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berubahnya menjadi Kelurahan Tonrorita, yang menjadi pemerintah pada saat itu 
langsung memperbaiki jalan poros Kelurahan Tonrorita tersebut. 
a. Kondisi Geografis 
Secara administratif Kelurahan Tonrorita merupakan salah satu Kelurahan 
dari 2 (Dua) Kelurahan dan 9 (Sembilan) Desa yang berada dalam wilayah 
Kecamatan Biringbulu. Adapun batas-batas wilayahnya sebagai berikut : 
- Sebelah Utara : Keluraha Lauwa 
- Sebelah Selatan : Desa Taring dan Desa Pencong 
- Sebelah Timur : Desa Datara dan garing 
- Sebelah Barat : Desa Borimasunggu 
 
b. Keadaan iklim 
Seperti halnya dengan daerah lain di Indonesia, di Kelurahan Tonrorita 
Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa hanya dikenal dua musim, yaitu musim 
kemarau dan musim hujan. Biasanya musim kemarau dimulai bulan Juni hingga 
September, sedangkan musim hujan dimulai pada bulan Desember hingga Maret. 
Keadaan seperti ini berganti setiap setengah tahun setelah melewati masa peralihan, 
yaitu bulan April-Mei dan Oktober-November. 
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c. Keadaan penduduk 
Kondisi umum kehidupan masyarakat petani masih tradisional. Nilai 
kegotong-royongan masih nampak, kehidupan sosial masyarakat penuh kekeluargaan. 
Secara umum proses pencarian nafkah lebih didominasi oleh kaum laki-laki dan 
perempuan pada tatanan masyarakat lebih bertugas di dapur dan mengurus anak.  
Mayoritas penduduk di Kelurahan Tonrorita, Kecamatan Biringbulu, 
Kabupaten Gowa berasal dari suku Makassar. Bahasa yang digunakan adalah bahasa 
makassar dan bahasa Indonesia. Sebagian besar penduduk berprofesi sebagai petani, 
pekerjaan lain yang dilakukan sebagai petani adalah pengusaha, petani, peternak, 
guru, dan adapula yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil. Adapula sebagian 
warga yang membuka warung kecil di rumahnya, untuk menambah hasil pendapatan. 
Barang-barang yang diperjualbelikan adalah barang kebutuhan sehari-hari dan sering  
dikonsumsi warga setempat. 
d. Penduduk berdasarkan jenis kelamin 
Penduduk adalah sejumlah orang yang mendiami suatu wilayah. Mereka 
menetap dan membangun kebudayaan (adat istiadat) sebagai hasil interaksi 
kehidupan sehari-hari. Dalam pembagiannya, secara umum penduduk dibagi atas 
penduduk laki-laki dan penduduk perempuan. Jenis kelamin merupakan salah satu 
faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan kerja dan sangat menentukan dalam 
pembagian kerja. 
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Tabel dibawah ini menyajikan data mengenai jumlah penduduk Kelurahan 
Tonrorita dalam tahun 2016. Data jumlah penduduk ini merupakan data yang tersaji 
dari pemerintah lurah setempat.  
Tabel 1.3  Jumlah penduduk berdasarkan  Jenis kelamin di Kelurahan 
Tonrorita, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa, 2016 
No Jenis Kelamin Jumlah (Jiwa) Persentase (%) 
1. Laki-laki 2.114 jiwa 80 
2. Perempuan 1.530 jiwa 20 
 Total 3.644 jiwa 100 (%) 
Sumber : Kantor Kelurahan Tonrorita, Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa, 
2016 
Tabel 3 memperlihatkan bahwa jumlah penduduk di Kelurahan Tonrorita 
yaitu sebanyak 3.644 jiwa. Dari jumlah penduduk laki-laki yaitu sebanyak 2.144 jiwa 
dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 1.530 jiwa yang mayoritas penduduknya 
didominasi oleh laki-laki. Mayoritas penduduk di Kelurahan Tonrorita beragama 
islam, dan bahasa sehari-hari yang digunakan adalah bahasa makassar. 
 Kelurahan Tonrorita adalah salah satu Kelurahan dengan produksi tanaman 
jagung terbesar di Kecamatan Biringbulu. Jumlah petani di Kelurahan Tonrorita 
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±2900 jiwa. Di Kelurahan Tonrorita terdapat beberapa Dusun dapat dilihat dari tabel 
dibawah ini.  
Tabel 1.4  Jumlah Dusun di Kelurahan Tonrorita berdasarkan jumlah 
penduduk 
No  Nama Dusun Jumlah Penduduk Persentase (%) 
1. Batuborong 410 jiwa 17 
2. Tumbukeng 319 jiwa 5 
3. Borongbulo 350 jiwa 6 
4. Baturaga 363  jiwa 6 
5. Pa’rasangan 450 jiwa 25 
6. Batueja 415 jiwa 19 
7. Bulogading 315  jiwa 5 
8. Batulompoa 328 jiwa 6 
9. Tompo’na 359 jiwa 6 
10. Tamalluas 335 jiwa 5 
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 Jumlah 3.644 Jiwa 100 % 
Sumber : Kantor Kelurahan Tonrorita Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa, 
2016. 
 Tabel 4 menunjukkan Jumlah penduduk tiap dusun di Kelurahan Tonrorita, 
dimana Dusun Pa’rasangan paling banyak jumlah penduduk yaitu 450 jiwa dan 
merupakan pusat dari Kelurahan Tonrorita 
 Dari beberapa Dusun yang terdapat di Kelurahan Tonrorita, maka kelurahan 
Tonrorita memiliki luas 20,68 Km dengan jumlah penduduk sebanyak 3.644 jiwa 
dengan berprofesi sebagai petani jagung. Petani yang sekaligus berprofesi sebagai 
pemilik modal di Kecamatan Biringbulu banyak, akan tetapi terkhusus di kelurahan 
Tonrorita hanya ada 1 orang yang berprofesi sebagai petani sekaligus pemilik modal. 
E. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian 
 Sumber ekonomi di Kelurahan Tonrorita Kecamatan Biringbulu Kabupaten 
Gowa bervariasi karena mata pencaharian yang berbeda-beda. Sumber perekonomian 
dapat menentukan tingkat dari kemakmuran serta taraf hidup suatu masyarakat dan 
juga lebih dapat menentukan kedudukan atau status dari penduduk itu sendiri.  
 Berdasarkan data sekunder jumlah penduduk di Kelurahan Tonrorita 
Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa dapat di Kelompokkan berdasarkan mata 
pencaharian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 1.5 Jumlah Penduduk berdasarkan mata pencaharian di Kelurahan 
Tonrorita Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa, 2016 
No Jenis Pekerjaan Jumlah Penduduk (Jiwa) Persentase % 
1. Petani 2900 Jiwa 87.15 
2. Buruh Tani 350 Jiwa 10 
3. Buruh Bangunan 53 Jiwa 0.30 
4. Pegawai Negeri Sipil 45 Jiwa 0.25 
5. Pengrajin 35 Jiwa 0.10 
6. Karyawan Swasta 54 Jiwa 0.20 
7. Wiraswasta 20 Jiwa 0.5 
8. Lain-lain 187 Jiwa 1.50 
  3.644 Jiwa 100 % 
Sumber : Kantor Kelurahan Tonrorita Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa, 
2016 
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 Tabel 5 terlihat bahwa penduduk di Kelurahan Tonrorita Kecamatan 
Biringbulu Kabupaten Gowa paling banyak bermata pencaharian di sektor pertanian 
sebagai petani dengan jumlah  2900 Jiwa (87,15%). Mata pencaharian paling sedikit 
di jumpai di Kelurahan Tonrorita Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa adalah 
wiraswasta dengan jumlah 20 jiwa (0.5%). Adapun yang dimaksudkan pada poin 
nomor 8 pada table yaitu penduduk yang bermata pencaharian pokok sebagai supir, 
pensiunan, tukang batu. Tingginya jumlah penduduk yang bermata pencaharian 
sebagai petani menunjukkan bahwa di Kelurahan Tonrorita Kecamatan Biringbulu 
Kabupaten Gowa merupakan daerah yang agraris yang sangat cocok untuk pertanian.   
F. Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan  
 Umumnya tingkat pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat merupakan 
faktor yang berpengaruh terhadap pengelolaan kinerjanya terhadap produktivitas. 
Walaupun seseorang memiliki kemampuan fisik yang memadai tetapi tidak ditunjang 
dengan pengetahuan maka usaha yang dikelola tidak akan mengalami peningkatan. 
Adapun pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan formal maupun nonformal. 
Pendidikan formal yang dimaksudkan adalah pendidikan melalui sekolah, sedagkan 
pendidikannonformal melalui pengalaman, informasi masyarakat atau media massa 
dan sebagainya.  
 Tingkat pendidikan dapat berpengaruh terhadap cepat lambatnya seorang 
petani menerima teknologi baru yang dapat menambah pengetahuan dalam rangka 
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perubahan usaha taninya.  Untuk lebih jelasnya mengenai tingkat pendidikan dapat 
dilihat pada tabel berikut.  
Tabel 1.6 jumlah penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kelurahan 
Tonrorita Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa, 2016 
No Tingkat Pendidikan Jumlah (Jiwa) Persentase % 
1. Tidak punya 459 13.59 
2. Tidak tamat SD 660 18.56 
3. SD 760 19.44 
4. SMP 875 30.93 
5. SMA 560 15.18 
6. D1-D3 160 1.15 
7. S1 170 1.15 
 Jumlah 3.644 Jiwa 100 % 
Sumber : Kantor Kelurahan Tonrorita Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa, 
2016 
54 
 
Tabel 6 diatas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan dengan jumlah 
penduduk dominan di Kelurahan Tonrorita Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa 
adalah tingkat sekolah menengah pertama “SMP” yaitu 875 jiwa (30.93%) dan 
tingkat  pendidikan dengan jumlah penduduk paling kecil adalah  diploma yaitu 160 
jiwa (1.15%). Dengan mengacu pada program pemerintah mengenai wajib belajar 9 
tahun maka dari data diatas menunjukkan bahwa  sebagian besar penduduk di 
Kelurahan Tonrorita Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa memiliki tingkat 
pendidikan yang sudah tinggi.  
g. Lancarnya Sarana dan Prasarana 
Lancarnya perekonomian suatu daerah sangat dipengaruhi oleh jumlah sarana 
dan prasarana yang terdapat pada daerah tersebut, baik sarana bangunan maupun 
sarana perhubungan. Jika suatu daerah mempunyai sarana memadai serta ditunjang 
oleh sumber daya alam yang cukup, maka kegiatan perekonomian pada daerah 
berjalan lancar. Sarana perhubungan dan komunikasi dapat membantu mempercepat 
informasi segala macam yang berhubungan dengan perekonomian. Sarana di bidang 
kesehatan sangat diperlukan dalam mengelola perekonomian agar dapat berjalan 
lancar.  
h. Sarana Pendidikan 
Sarana pendidikan mempunyai peranan penting dalam menunjang 
pembangunan di segala bidang. Selain itu, sarana pendidikan dapat meningkatkan 
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kesejahteraan masyarakat. Untuk mengetahui secara terperinci jumlah dan jenis 
sarana pendidikan di Kelurahan Tonrorita Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa 
dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 
Tabel 1.7 Jumlah sarana pendidikan yang tersedia di Kelurahan Tonrorita 
Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa, 2016 
No Jenis Sarana Jumlah (Buah) Persentase (%) 
1. TK 2 21.00 
2. SD 3 25.00 
3. SMP 1 18.00 
4. MTs 1 18.0 
5. SMA -  
6. MA 1 18.00 
 Jumlah 8 Buah 100 % 
Sumber : Kantor Kelurahan Tonrorita Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa, 
2016 
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 Tabel di atas menunjukkan bahwa sarana pendidikan di Kelurahan Tonrorita 
Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa  tidak cukup memadai karena tidak adanya 
sarana pendidikan Sekolah Menengah Atas yang merupakan salah satu sarana  yang 
sangat dibutuhkan jika dilihat dari jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan 
yang lumayan banyak.  
B. RELASI KUASA ANTARA NEGARA, PEMILIK MODAL DAN 
PETANI 
 Hubungan kekuasaan menimbulkan saling ketergantungan antara berbagai 
pihak, mulai dari pihak yang memegang kekuasaan  dengan pihak yang menjadi 
objek kekuasaan. Kekuasaan lahir karena adanya kemiskinan dan keterbelakangan. 
Kekuasaan juga identik dengan keuntungan sepihak baik untuk diri sendiri maupun 
untuk yang direkrut. Penguasa memiliki kemampuan untuk memainkan peranan 
sosial yang penting dalam masyarakat terutama dalam kelimpahan materi yang tidak 
merata di dalam suatu masyarakat, misalnya antara pemilik modal dan yang 
membutuhkan modal. Terjadi pola ketergantungan yang tidak seimbang 
mendatangkan sikap  kepatuhan dan pemilik modal semakin berkuasa.40 Dimana 
petani menggantungkan hidupnya dengan cara meminjam modal yang telah diberikan 
oleh pedagang tersebut untuk keperluan mereka sehari-hari. Baik itu untuk keperluan 
membeli pangan dan untuk membeli bibit, pupuk,  dengan catatan hasil produksi 
jagung mereka dibeli oleh pedagang tersebut dengan harga yang tidak menentu. 
                                                             
40 Roderick Martin, Sosiologi Kekuasaan, (Jakarta : Rajawali Press, 1995), h. 98 
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Itulah yang saya lihat dan saya amati dilapangan pada saat observasi sedang 
berlangsung.   
 Seorang petani yang memiliki banyak modal dapat melakukan tekanan 
terhadap banyak petani lainnya. Ia adalah Phujaj (orang besar) dalam tata hubungan 
phujaj-phunauj (orang besar-orang kecil). Kepadanyalah seringkali orang harus 
berpaling untuk meminjam dan menyewa perkakas untuk mendapat uang tunai 
sebagai pinjaman dan tanah untuk digarap.41 
 Politik pangan mulai terjadi di Kelurahan Tonrorita Kecamatan Biringbulu 
Kabupaten Gowa pada tahun 2011, saat Desa Tonrorita berubah menjadi Kelurahan 
Tonrorita. Karena pada saat itu pemerintah yang menjabat sudah aktif dalam berbagai 
kegiatan, contohnya dalam bantuan yang diterima oleh Kelurahan Tonrorita. Akan 
tetapi, bantuan tersebut disalah gunakan oleh mereka yang memiliki kekuasaan, baik 
kekuasaan yang tertinggi sampai paling kecil. Dalam hal ini pemerintah dikuasai oleh 
Pemilik Modal, karena dia memiliki modal yang sangat besar berupa uang, aset, dan 
sarana fisik lainnya. Pemilik modal juga bisa memainkan perannya dalam hal 
pemasaran jagung, karena harga jagung itu hanya dia yang tentukan.  
 Relasi kuasa itupun terjadi di Kelurahan Tonrorita Kecamatan Biringbulu 
Kabupaten Gowa dalam proses produktivitas tanaman jagung sebagai berikut : 
 
                                                             
41 Howard Keva Kaufman, Banghuad, A Community study in Thailand, Monographs of the 
Association Of Asian Studies, No. 10 (Locus Valley, N.Y, JJ, Augustin, 1960), h.36 
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a. Ketersediaan Lahan  
 Hirarki status yang konvensional di kalangan orang miskin di pedesaan 
biasanya adalah petani-pemilik tanah kecil, petani penyewa, buruh. Sudah tentu 
kategori-kategori ini tidak bersifat eksklusif, oleh karena biasanya ada petani yang 
selain memiliki lahan sendiri juga menggarap lahan tambahan yang ia sewa, begitu 
pula ada buruh yang memiliki lahan sendiri. Petani penyewa yang marginal 
seringklali lebih miskin daripada buruh apabila ada pasaran yang baik untuk tenaga 
kerja.42 
 Berbicara masalah lahan, di Kelurahan Tonrorita terbagi atas 2 yaitu lahan 
milik sendiri, dan lahan milik orang lain yang di tanami. Lahan pertanian yang ada di 
Kelurahan Tonrorita Kecamatan Biringbulu yang ditanami oleh para petani ada yang 
merupakan lahan sendiri dan  ada yang merupakan lahan orang lain. Dalam hal ini 
petani yang menggarap lahan sendiri tidak bergantung kepada pemilik lahan. Di 
Kelurahan Tonrorita Kecamatan Biringbulu banyak petani yang menggarap lahan 
orang lain karena mereka tidak memiliki lahan sendiri. Dari lahan yang ia gunakan 
tersebut petani harus membayarnya dengan sangat mahal karena rata-rata petani itu 
menggarap lahan orang lain yang bukan keluarga. Tetapi kebanyakan di Kelurahan 
Tonrorita petani membayar pajak kepada pemilik lahan dengan jumlah sebanyak Rp. 
5.000.000 dengan luas lahan 1 Ha. Relasi kuasa tidak terjadi dalam hal lahan, karena 
rata-rata di Kelurahan Tonrorita mereka menggarap lahan sendiri.  
                                                             
42 James C. Scott, Moral Ekonomi Petani “Pergolakan dan Substensi di Asia Tenggara”,  ( 
Jakarta: LP3ES, Anggota IKAPI, 1989), h.54 
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Informan dari pemerintah setempat yakni Lurah Tonrorita mengatakan bahwa : 
  “ Kalau masalah lahan untuk ditanami jagung, itu tidak saya ketahui 
karena itu urusan petani dengan orang yang mempunyai lahan. Sedikit 
ataupun banyak yang di bayar itu urusan dari pemilik lahan. Karena yang 
pasti pemilik lahan tidak mau rugi”43 
 informan dari petani yang menggarap lahan orang lain yang sempat saya 
wawancarai adalah Rostina yang mengatakan bahwa : 
 “ Saya sudah menggarap lahan orang lain selama 1 tahun. Luas 
lahannya itu 1 Ha, yang bisa di tanami jagung sebanyak 1 dos. Dan saya 
membayar pajak sebanyak Rp. 5.000.000 akan tetapi biaya pajaknya mahal. 
dari hasil panen itu biasanya tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari 
karena harus membayar utang pupuk dan bibit yang dipinjam pada saat 
musim tanam”44 
 Dari hasil wawancara di atas, mengenai lahan sudah sangat jelas bahwa 
mereka yang menggarap lahan orang lain dengan membayar pajak yang sangat mahal 
membuat mereka tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-harinya dan itu diluar 
campur tangan pemerintah. Masalah lahan itu hanya urusan dari petani dan pemilik 
lahan itu sendiri. Dia memberikan lahannya kepada orang lain karena tidak mau 
capek dalam bertani dan hanya mau menerima uang saja dari pajak tersebut. Dalam 
ketersediaan lahan, ada petani sebagai penggarap lahan orang lain dan ada petani 
pemilik lahan itu sendiri.  
 Keharusan memenuhi kebutuhan subsistensi keluarga, yang mengatasi segala-
galanya seringkali memaksa petani tidak saja menjual dengan harga berapa saja asal 
                                                             
43 Wawancara dengan M. Syarif , pada tanggal 15 April 2017, pukul 15:00 WIB 
44 Wawancara Rostina, pada tanggal 25 April 2017, pukul 14:29 WIB 
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laku, akan tetapi juga membayar lebih jika membeli atau menyewa tanah untuk 
ditanami lebih besar dari apa yang lazim menurut kriteria investasi kapitalis. Seorang 
petani yang kekurangan tanah yang mempunyai keluarga besar dan tak dapat 
menambah penghasilannya dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan lain, seringkali 
berani membayar harga yang sangat tinggi untuk tanah, selama tambahan tanah itu 
dapat menambah isi perut mereka dengan beberapa saja.45 
2. Bibit 
 Relasi yang terjadi antara pemerintah dengan pemilik modal membuat 
masyarakat menjadi tambah melarat. Dimana Bantuan yang seharusnya langsung 
diterima oleh para petani jagung tersebut malah diberikan kepada pemilik modal. 
Pemilik modal tersebut menampung semua bantuan seperti bibit. 
 Berbicara masalah bibit, ada bantuan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang 
disalurkan kepada ketua Gabungan Kelompok Tani dan Ketua Gabungan Kelompok 
Tani yang memberikan bantuan tersebut kepada Ketua Kelompok Tani. Kelompok 
tani Di Kecamatan Biringbulu terdaftar sebanyak 500. Terkhusus di Kelurahan 
Tonrorita sebanyak 25 kelompok tani. Dalam 1 kelompok terdapat 25 anggota 
kelompok dengan susunan ada yang sebagai Ketua, Sekretaris, Bendahara dan 
Anggota. Dalam 1 kelompok tani hanya diberi luas lahan sebanyak 25.00 (Are). Jadi, 
setiap anggota hanya memasukkan luas lahan tidak lebih dari 1.00 (Ha). Dari luas 
                                                             
45 James C. Scott, Moral Ekonomi Petani “Pergolakan dan Substensi di Asia Tenggara”,  ( 
Jakarta: LP3ES, Anggota IKAPI, 1989), h. 21 
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lahan yang dimasukkan, yang jadi pertanyaan adalah apakah bantuan yang diberikan 
oleh pemerintah sampai ketangan mereka? Sebagaimana hasil wawancara yang 
penulis lakukan dengan salah satu pemerintah Kecamatan Biringbulu dalam hal ini 
Camat Biringbulu bernama “Yamin Basri” mengatakan bahwa : 
   “Di Kecamatan Biringbulu terdapat 500 kelompok tani, Semua 
daerah memang seharusnya mendapatkan bantuan, akan tetapi Negara 
disini terbatas memberikan bantuan kepada petani. Hanya beberapa 
kelompok tani yang mendapatkan bantuan itu. Mau tidak mau petani yang 
tidak mendapatkan bantuan harus membeli di pedagang tersebut”46 
 Dari hasil wawancara diatas dengan pemerintah Kecematan Biringbulu 
sudah jelas bahwa bantuan yang diberikan oleh pemerintah tidak merata. Banyak 
petani yang tidak mendapatkan bantuan tersebut. Hanya beberapa kelompok tani 
yang mempunyai koneksi ke pemilik modal tersebut yang mendapatkan.  
Informan M. Syarif, Selaku kepala Kelurahan Tonrorita Kecamatan 
Biringbulu mengatakan bahwa :  
“Kepala Cabang Dinas Pertanian (kacadis di Kecamatan Biringbulu) 
selaku perpangjangan Dinas pertanian memberikan bantuan kepada petani 
berupa benih bersubsidi setiap desa dan kelurahan, tapi banyak aduan dari 
masyarakat bahwa mereka tidak mendapatkan bantuan sama sekali, ada 
sebagian yang mendapatkan akan tetapi hanya 5 kg 1 orang. Padahal 
peraturannya setiap 1 orang mendapatkan 1 dos”47 
 
                                                             
46 Wawancara dengan Yamin Basri, pada tanggal 28 April 2017, pukul 14:30 WIB 
 
47 Wawancara dengan M. Syarif, pada tanggal 15 April 2017 , pukul 15:00 WIB 
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 Dari kedua wawancara pemerintah Kecamatan Biringbulu mulai dari Camat 
Biringbulu dan kepala kelurahan Tonrorita sudah jelas bahwa, Bantuan yang 
diberikan oleh pemerintah baik itu melalui Dinas Pertanian Kabupaten Gowa ataupun 
Dinas Pertanian Kecamatan Biringbulu tidak sampai langsung kepada petani. Bahkan 
banyak petani yang tidak mendapatkan bantuan tersebut. Padahal namanya sudah 
terdaftar dalam kelompok tani yang ada di Kelurahan Tonrorita.  
 Salah satu informan yang merupakan Pemilik Modal sekaligus ketua dari 
GAPOKTAN yang penulis wawancarai bernama “M. Yasim” pernyataan yang 
diberikan oleh beliau tidak sesuai dengan apa yang saya dapatkan sesuai kenyataan 
yang saya dapat dilapangan. Beliau memberikan pernyataan tentang Relasi kuasa 
antara pemerintah pemilik modal dan petani, beliau mengatakan bahwa : 
 “ Di Kecamatan Biringbulu ini khususnya di Kelurahan Tonrorita, 
semua yang memasukkan data-data kelompok taninya mendapatkan semua 
bantuan, tidak ada yang tidak dapat, karna semua data-data dari kelompok 
tani tersebut sudah di masukkan ke Dinas Pertanian”48  
 Dari hasil wawancara dengan pemilik modal diatas, dapat disimpulkan bahwa 
seharusnya semua petani yang sudah terdaftar namanya dalam kelompok tani tersebut 
mendapatkan bagian yang sudah ditetapkan. Akan tetapi banyak keluhan yang saya 
dapat dari petani bahwa mereka tidak mendapatkan bantuan tersebut. Bahkan mereka 
tidak tau kapan bantuan itu keluar. Yang petani tau hanya menyetor nama kepada 
ketua  kelompok tani tersebut. Disini sudah jelas relasi kuasa yang dijalankan oleh 
                                                             
48 Wawancara M. Yasim, pada tanggal 1 Juni 2017, pukul 14:30 WIB 
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Pemerintah dengan pemilik modal . Karna Salah satu yang berpengaruh dalam relasi 
kuasa adalah pengaruh atas kapitalis, baik berupa asset, uang, dan sarana fisik 
lainnya. 
 Adapun informan dari kelompok tani yang merupakan keluarga dari pemilik 
modal sekaligus ketua GAPOKTAN tersebut bernama “Syarifuddin” mengatakan 
bahwa : 
  “Saya sudah mendapatkan bantuan berupa Bibit dan sudah saya 
berikan kepada anggota kelompok saya yang terdaftar namanya dalam 
kelompok. Mereka semua mendapatkan bantuan itu dengan rata.”49 
 Informan lain yang bernama “Sulaemang”  (Ketua Kelompok Tani) 
mengatakan bahwa : 
 “Saya sudah menyetor berkas yang suruh disiapkan yaitu 
mengumpulkan KTP sebanyak 25 dan menyetor kepada Ketua GAPOKTAN. 
Akan tetapi bantuan yang sudah lama saya tunggu ternyata tidak sampai. 
Ketua Gapoktan hanya mengatakan bahwa bantuannya belum keluar, 
padahal teman yang sama-sama menyetor berkas kelompok tani tersebut 
sudah mendapatkan. Dan dari anggota kelompok tani yang mendapatkan 
bantuan itu mengatakan bahwa dia hanya mendapatkan 5  kg Bibit”50 
Dari kedua hasil  wawancara dengan para ketua kelompok tani diatas dengan 
latar belakang yang terbeda, dapat disimpulkan bahwa sangat disayangkan hal ini 
terjadi kepada petani yang sangat membutuhkan bantuan tersebut, ternyata bantuan 
itu tidak tersalurkan kepada petani. Yang sangat disayangkan lagi, kenapa harus yang 
                                                             
49 Wawancara dengan Syarifuddin, pada tanggal 10 Mei 2017, pukul 11:00 WIB 
 
50 Wawancara dengan Sulaemang, pada tanggal 10 Mei 2017, pukul 13:00 WITA 
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mendapatkan bantuan itu hanya keluarga dari GAPOKTAN tersebut. Bantuan yang 
seharusnya diberikan kepada kelompok tani yang lain itu kemana. Dari masalah yang 
telah terjadi,  berarti disini petani itu mau tidak mau harus membeli bibit ataupun 
pupuk kepada pemilik modal yang merupakan ketua GAPOKTAN dengan harga 
yang sangat mahal. Relasi kuasa ada dimana-mana dalam produksi dan reproduksi 
sistem sosio-ekonomi kita. Setiap titik produksi, distribusi, dan pertukaran barang dan 
jasa dalam jejaring sosio-ekonomi, adalah sebuah titik dimana konflik kepentingan 
menjalar dan pertarungan bisa terjadi kapan saja.51 
Informan yang penulis wawancarai dari kalangan Petani bernama “Mansyur” 
mengatakan bahwa : 
 “Bantuan yang biasa kami dapat berupa bibit dan pupuk akan tetapi 
belum cukup terpenuhi kebutuhan kami. Bahkan kami yang tergabung dalam 
kelompok tani hanya mendapatkan 5 kg per orang. Padahal yang kami 
ketahui bahwa seharusnya bantuan  itu diberikan kepada masyarakat 
sebanyak 1 dos satu orang. Karna setiap 1 kelompok mendapatkan 25 dos”52  
 
Informan diatas salah satu petani di Kelurahan Tonrorita Kecamatan 
Biringbulu yang mendapatkan bantuan hanya 5 kg, padahal luas lahan yang ia miliki 
membutuhkan Bibit sebanyak 4 dos. Dengan bantuan pemerintah yang seharusnya di 
terima oleh petani tersebut sebanyak 1 dos, dengan luas lahannya membutuhkan bibit 
4 dos, itu sangat berarti karena walaupun belum mencukupi dengan luas lahan yang ia 
                                                             
51 Tim Pengelola Short Course,Pengantar Ekonomi Politik, (Depok, Sleman, Yogyakarta), h. 
15 
52 Wawancara dengan Mansyur, pada tanggal 10 Mei 2017, pukul 10:15 WIB 
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miliki akan tetapi dengan bantuan 1 dos yang seharusnya ia terima itu sudah 
membantu petani tersebut. 
 
Tabel 1.7  Banyaknya bibit yang di gunakan, jumlah pohon yang tumbuh, hasil. 
Sumber : Pemilik modal di Kelurahan Tonrorita Kecamatan Biringbulu, Kabupaten 
Gowa, 2016 
Salah satu informan dari petani  yang penulis wawancarai bernama 
“Sohoriah” mengatakan bahwa : 
  “Selama ini saya tidak pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah 
baik itu bibit ataupun pupuk, padahal saya sudah tergabung dalam sebuah 
kelompok tani dengan memasukkan foto copy KTP. Akan tetapi saya tidak 
pernah mendapatkan bantuan itu”53  
Dari kedua wawancara diatas dengan masyarakat dapat kita simpulkan bahwa 
dalam hal bantuan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat ada yang 
mendapatkan ada yang tidak. Itupun yang mendapatkan hanya 5 kg padahal 
                                                             
53 Wawancara dengan Sohoriah, pada tanggal 22 Mei 2017, pukul 15:30 WIB 
 
No. Jumlah Bibit 
Jumlah 
Pohon 
Luas 
Lahan 
Harga Jual (kg) Hasil Panen 
1. 5 kg 8000 pohon 25 Are 2500 Rp. 4.062.500 
2. 
1 Dos (20 
Kg) 
32.000 
pohon 
1 Ha 2500 Rp. 16.250.000 
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seharusnya dalam 1 orang mendapatkan 1 Dos.  Dengan bantuan yang diberikan 
tersebut dapat membantu petani dalam usaha taninya.  
Dalam hal bibit, 1 Dos berisi 20 bungkus yang seharusnya di dapat oleh 1 
orang petani. 1 dos bibit bisa di panen dalam luas lahan 1.00 Ha. Akan tetapi yang 
didapatkan petani jagung hanya 5 kg. Rata-rata petani di Kelurahan Tonrorita 
memiliki luas lahan 4.00 Ha, itu berarti untuk lahan seluas 4.00 Ha petani 
membutuhkan 4 dos bibit.   
Melihat realita yang ada di Kelurahan Tonrorita Kecamatan Biringbulu 
tentang relasi kuasa antara pemerintah, pemilik modal dan petani sangat tidak baik 
dalam hal pemberian bibit. Karna pemerintah  yang seharusnya memberikan bantuan 
bibit tersebut malah memberikannya kepada pemilik modal yang tidak bertanggung 
jawab. Karna hak yang seharusnya didapatkan oleh petani tersebut malah diperjual 
belikan oleh pemilik modal dalam hal ini Ketua GAPOKTAN. Realita ini membuat 
masyarakat semakin melarat dan jauh dari kata sejahtera. Kapitalisme yang 
dijalankan oleh pemilik modal tersebut dengan mengandalkan koneksi, modal dan 
sarana produksi lainnya seperti mobil. Pemilik modal memiliki koneksi karena dia 
memiliki kenalan dengan orang yang mengelola bantuan dari pemerintah dan juga 
mobil untuk mengangkut semua bantuan tersebut. 
Jagung yang merupakan komoditas utama Kelurahan Tonrorita Kecamatan 
Biringbulu Kabupaten Gowa yang seharusnya menopang ketahanan pangan 
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masyarakat Kelurahan Tonrorita, akan tetapi kenyataannya tidak. Dalam 
Produktivitasnya semua dilakukan dengan syarat akan kepentingan politik 
individu/kelompok yang hanya memikirkan diri mereka sendiri tanpa memikirkan 
kepentingan dari kelas bawah.  
Ekonomi Kerakyatan adalah suatu sistem ekonomi yang harus dianut sesuai 
dengan falsafah negara kita yang menyangkut dua aspek, yaitu keadilan dan 
demokrasi ekonomi, serta keberpihakan kepada ekonomi rakyat. Akan tetapi yang 
terjadi saat ini tidak sesuai dengan keinginan, dimana para penguasa tidak 
menanamkan sifat keadilan terhadap petani dan hanya berpihak kepada orang-orang 
tertentu saja. Banyak petani yang menjadi korban dari tidak keadilan tersebut.  
3. Pupuk 
Proses pemupukan merupakan salah satu proses yang penting dalam bertani 
jagung. Karena pupuk bisa membuat jagung menjadi subur. Berbicara masalah 
pupuk, hampir sama dengan bibit relasi yang dijalankan oleh pemerintah dengan 
pemilik modal.  Karena pemilik modal menampung semua pupuk yang dibutuhkan 
oleh petani tersebut. Pemilik modal di Kelurahan Tonrorita juga merupakan seorang 
petani, tetapi mudah saja menampung semua pupuk karena dia mempunyai koneksi, 
uang dan sarana lainnya seperti mobil untuk mengangkut semua pupuk yang 
dibutuhkan oleh petani. Disinilah pemilik modal memainkan perannya dengan 
menjual pupuk tersebut dengan harga yang sangat mahal untuk kepentingan kebun 
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mereka.  Karena jika mereka tidak membeli pupuk, maka jagung yang mereka tanam 
akan rusak karena tidak dipupuk.  
Informan dari pemilik modal mengatakan bahwa : 
 “ Saya membeli semua pupuk dan menampungnya, biasanya saya 
membeli pupuk 100 Zak dan menjualnya kepada petani. Saya membeli pupuk 
sebanyak-banyaknya 1 tahun sebelum masa pemupukan jagung. Jadi pupuk 
yang saya beli itu harganya murah.“54 
 
Dalam hal pupuk, petani harus memupuk 2 kali jagung yang mereka tanam 
supaya mendapatkan buah yang lebih besar, bagus dan berkualitas.  Petani yang 
sempat saya wawancarai yaitu Sabariah mengatakan bahwa: 
“Saya memupuk jagung saya sebanyak 2 kali, saya meminjam hanya 
pada 1 orang yaitu M. Yasim, karena hanya dia yang menjual pupuk disini. 
Nanti kalau sudah dijual, jagung saya dia semua yang beli karena dari dulu 
saya meminjam bibit dan pupuk”55 
Relasi antara petani dengan pemilik modal dalam hal pupuk yaitu, petani 
meminjam pupuk kepada pemilik modal, dengan catatan bahwa semua jagung yang 
petani miliki tersebut akan diberikan kepada pemilik modal sekaligus pedagang 
dengan harga yang sudah disepakati pada saat petani tersebut meminjam pupuk. 
Petani dikuasai oleh Kaum Kapital, karena memiliki modal yang banyak berupa 
uang.  
                                                             
54 Wawancara dengan M. Yasim, pada tanggal 1 Juni 2017, pukul 14:30 WIB 
 
55 Wawancara dengan Sabariah, pada tanggal 1 Juni 2017, pukul 13:00 WITA 
 
69 
 
Pemerintah setempat tidak ikut campur tangan dalam hal pupuk, karena itu 
urusan antara pemilik modal dengan petani. Tidak adanya campur tangan pemerintah 
membuat pemilik modal tersebut berbuat semena-mena terhadap petani. 
Seperti dalam pengertian ekonomi kerakyatan bahwa semua masyarakat 
berhak ikut serta dalam mekanisme pasar, akan tetapi  yang terjadi tidak demikian. 
Mekanisme pasar hanya dijalankan oleh mereka yang memiliki kuasa dan koneksi. 
Bahkan pemerintah dari daerah itupun tidak ikut campur dalam mekanisme pasar 
ataupun dalam penetapan harga pupuk dan lain lain. Mekanisme pasar hanya 
dilakukan oleh para pedagang tersebut. 
4. Pemasaran  
 Langkah terakhir yang dilakukan oleh petani dalam bertani adalah 
memasarkan jagung. Para petani jagung di Kelurahan Tonrorita memasarkan 
jagungnya hanya pada 1 orang saja. Yaitu petani yang menjabat sebagai Gabungan 
Kelompok Tani sekaligus pemilik modal. Relasi yang terjadi antara negara dengan 
pemilik modal tidak terlihat karena dalam hal pemasaran, orang yang menentukan 
harga hanyalah para pedagang tersebut. Misalnya pedagang dari makassar 
berkomunikasi dengan pedagang yang ada di Kelurahan Tonrorita mengenai harga. 
Aktor-aktor yang mempunyai modal tersebut memainkan perannya untuk 
mendapatkan keuntungan sendiri tanpa memikirkan kerugian yang akan dialami oleh 
petani. Pemasaran dilakukan dengan cara dijual  kepada pemilik modal dan pemilik 
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modal mengekspor jagung tersebut ke makassar karena dia memiliki sarana produksi 
seperti mobil untuk mengangkut jagung tersebut.  
 Seperti dalam wawancara saya dengan salah satu petani yang ada di 
Kelurahan Tonrorita atas nama Bulla mengatakan bahwa : 
   “Harga jagung di Kelurahan Tonrorita ini tidak menentu, kadang 
naik dan kadang sangat rendah. Kami para petani hanya menjual jagung 
kepada 1 orang saja, karena hanya dia pedagang yang ada disini, jadi 
mengenai harga jagung itu terserah dari pedagang tersebut. Karena rata-
rata kami meminjam bibit dan pupuk dari beliau dan mau tidak mau harus 
menjualnya pula kepada beliau karena pinjaman tersebut, dan tidak ada 
pedagang lain disini”56 
 
 Petani menjual jagung mereka hanya kepada 1 orang. karena di Kelurahan 
Tonrorita hanya ada 1 orang pemilik modal yang sekaligus menjadi ketua gabungan 
kelompok tani, yang mengurus semua bantuan yang diberikan kepada petani. Petani 
dikuasai oleh pemilik modal.  Jagung yang dipasarkan oleh petani secara keseluruhan 
selama 1 tahun dengan 2 kali panen adalah ±15.800 Ton. 
 
 
 
 
 
 
                                                             
56 Wawancara dengan Bulla, pada tanggal 15 Juni 2017, pukul 11:00 WIB 
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BAB V 
PENUTUP 
A. KESIMPULAN 
 Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah dibahas dalam bab di muka, 
maka pada bagian ini dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
Telah terjadi relasi kuasa antara Negara, pemilik modal dalam hal proses 
produktivitas tanaman jagung. Relasi kuasa itupun terjadi seperti dalam hal : 
1. Ketersediaan Lahan  
Petani dari Kelurahan Tonrorita sebagian tidak memiliki lahan, dan 
mereka menggarap lahan orang lain dengan membayar pajak. Ada petani 
pemilik lahan dan petani penggarap lahan orang lain. 
2. Bibit 
Relasi kuasa antara negara dengan pemilik modal yakni pemilik modal 
menerima bantuan dari pemerintah yang seharusnya bantuan tersebut 
langsung diberikan kepada petani akan tetapi bantuan tersebut hanya 
sampai kepada ketua Gabungan Kelompok Tani.   
3. Pupuk 
Relasi kuasa antara negara dengan pemilik modal tidak terlihat. Hanya ada 
relasi antara pemilik modal yang satu dengan yang lainnya dengan 
penetapan harga. Tidak adanya campur tangan pemerintah membuat 
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pemilik modal semena-mena menetapkan harga pupuk yang membuat 
petani tambah melarat. 
4. Pemasaran 
Tidak terjadi relasi antara pemerintah dengan pemilik modal dalam hal 
pemasaran, karena pemilik modal sendiri yang menentukan harga jagung 
tersebut. Hanya ada relasi antara pedagang dengan pedagang. Tidak ada 
campur tangan pemerintah setempat.  
 
Jadi, sudah terlihat bahwa relasi antara negara dengan pemilik modal 
sangat merugikan petani, hak yang seharusnya diterima oleh para petani 
dirampas oleh pemilik modal tersebut dan tidak adanya campur tangan 
pemerintah membuat petani tidak bisa berbuat apa-apa. 
B. IMPLIKASI PENELITIAN 
 Penelitian ini telah menunjukkan bahwa dalam proses produktivitas 
tanaman jagung di Kelurahan Tonrorita Kecamatan Biringbulu Kabupaten 
Gowa, tidak begitu menguntungkan petani dan membuat petani jauh dari kata 
sejahtera. Misalnya  saja dalam hal bantuan bibit yang diberikan oleh 
pemerintah kepada petani belum optimal. Karna banyak petani yang tidak 
mendapatkan bantuan sama sekali. Hanya orang-orang tertentu saja yang 
mendapatkan bantuan tersebut. Ada orang yang mendapatkan bantuan, akan 
tetapi tidak mendapatkan sesuai dengan peraturan yang telah di tetapkan. 
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 Komoditas jagung yang menjadi produk utama dari Kelurahan 
Tonrorita Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa itu justru tidak dinikmati 
oleh  masyaraktnya karena adanya kepentingan-kepentingan politik yang 
dilakukan oleh kelompok maupun individu untuk kepentingan mereka sendiri. 
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